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BAB 1
FPENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Permasalahannya

Daerah Timof Timur adalabh bekas wilayah jajahan
Portugal yang pada tahun 1761 herubah status sebagai
salah satu propinsi seberang laut (ultramar) dari negara
tercebut. Letak daerah Timor Timur adalah di antara 997
dan 9°28° Lintang Selatan dan 127°22'dan 124°2° Bujur
Timur dan terletak di pulau Timor bagian timur. Sedang-—
kan 5agian baratnya adalab bekas wilayah Belanda yang
temudian menjadi wilayah Indonesia setelah Indonesia
memperaleh kemerdekaannya pada tahun 19405,

Dengan terjadinya Revolusi Bunga di Portugal,
maka terjadilah perubaban pada kebijaksanaan pemerintah
Portugal atas wilayah-wilayah iajahannya. Namun kondisi
geostrategi dan politik serta unsur sosial  budaya

disamping ketidak tentuan dalam politik nasional Portu-
gal sendiri, diberikan kepada tiap-tiap daerah jajahan
Portugal penyelesaian yang berbeda-beda. Timor Timur
sebagai daerab jaiahan Portugal di Asia Tenggara dilipu-—
ti oleh trondisi gecstrategi dan politik serta unsar
sosial budaya tersendiri, serta langsung mempengaruhi

proses dekolonisasi seperti yang dicanangkan ocleh Reso-
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lusi Majelis Umum PBB No. 1541 (XV) tahun 1%60.
Resplusi tersebut berprinsip bahwa:

A Non~Self-Gaverning Territory can be said ta have
reached a full measures of self-goverment by

{a) Emergence as a sovereign independent state

{b) Free association with an independent state

{c) Integraticn with an independent statel

maka rakyat Timor Timur akan diberikan kesempatan untuk

menentukan masa depannya melalui. referendum. Dalam

referendum itu rakyat Timor Timur, sesuai dengan Reso-

lusi Nof 1941 (XV) 194608, akan dihadapkan fepada tiga

piiihan, yaitu:

{1} Timor Timur sebagai negara merdeka yang berkedau-
latan penuh.

{2) Timor Timur cebagai negara merdeka bagian dari
Commonweal th Portugal dan

(3) Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia,?

Untuk memperjuangkan ketiga alternatif di atas,
Pemerintah Portugal di Timor Timur memberikan izin
dibentuknya tiga partai politik, yakni:

(1) UDT (Uniao Democratica Timorense), memperjiuvangkan

konfederasi dengan Portugal

" i —_——— - —— -

1Departemen Luar Negeri RI, U.N. General Assem-
biy Resolution 1341 (XV) 1966, Salinan Seksi Dokumenta-—
si, Jakarta, tanpa tahun, h. 2.

“Bantarto Randore, "Satu Dasawarsa Timor Timur®,
Analisa, No. 11, Jakarta, 1985, h. 9205.
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(2) ASDT ({Assosiacao Sccial Democratia Timorense) yang
kemudian menjadi FRETILIN (Frente Revclucionaria de
Timor Leste Independente}, memperjuangkan kemerde-
kaan penuh bagi Timor Timur

(3) AITI (Assosiacao para a Integracao de Timor na
Indonesia), memperjuangkan integrasi Timor Timur
dengan Indonesia.>

Percaturan kekuatan dengan tujuan politik yang
bertentangan ini telah menciptakan suatu situasi vyang
amat rawan. Permusuhan diantara ketiga partai politik
yang ada pada waktu itu telah menggagalkan Pertemuan

Macau tahun 1975 vyang merupakan satu*éatunya usaha

Portugal untuk mempertemukan semua kekuatan politik yang

berperan dalam proses dekolonisasi Timor Timur dalam

rangka merumuskan polé'konkrit penyelesaian dekolonisa-
ei. FRETILIN menclak untuk hadir dalam pertemuan terse-—
but dengan alasan tidak bersedia duduk semeja dengan

APODETI vyang dianggapnya memperjuvangkan kepentingan

Pemerintah Indonesia.?

Suasana perang saudara di Timor Timur timbul
setelah UDT melancarkan kudeta melalui penggunaan

tektuatan senjata dan merebut kekuasaan. Sebagai reaksi

- - ————— . —— — s S . . 2 T i .

——— —

4.1_b_ig., . 944
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atas tindakan UDT tergebut, FRETILIN melanca}kan "coun~-
ter attack™ dan berhasil menguasai keadaan.

Sebenarnya situasi perang saudara tersebut telah
tigbu! karena tidak lagi terdapat di koloni ini suatu
angkatan bersenjata yang netral untuk meniamin keter—
tiban dan keamanap. Dalam suasana perang saudara yang
pberkecamuk, Portugal memutuskan untuk meninggalkan Timor
Timur atas alasan keamanannya sendiri. Situaéi "power
facum® yang telah ditimbulkan Partugal, akhirnya diper-
gunakan oleh FRETILIN untuk mengambil tindakan sepihak
memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28
November 1975. Tindakan sepihak FRETILIN ini mendapat
reaksi dari partai—partai lainnya sehingga mereka mem—
buat suatu proklamasi tandingan pada tanggal 39 November
1975 vang dikenal dengan sebutan "Proklémasi Baliba"
yang isinya antara lain:

Atas npama Allah Yang Maha Kuasa dan berdasarkan
alasan—-alasan vyang dikemukakan tadi lami dengan
khidmat menyatakan integrasi dari seluruh wilayah
bekas koloni Portugis di Timor Timur dengan Bangsa
Indonesia dan proklamasi ini  merupakan pernyataan
paling tinggi dari perasaan rakyat Timor Portugis.
sesuai dengan isi proklamasi integrasi  ini,
Pemerintah dan Rakyat Indonesia diminta untuk men—
gambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi
kehidupan rakyat yang sekarang merasa dirinya seba-—
gai bagian dari rakyat Indonesia yang sedang hidup
di bawah teror dan praktek-praktel, fasis dari FRETI-
LIN yang direstui oleh Portugal.

4,5

- — i, ——

5Boekanto, Integrasi, cet. I, Yayasan Parikesit,
Jakarta. 1974, h. 925.
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Proklamasi ini dipakai sebagai dasar hukum oleh Pemerin-
tah Indonesia untuk menjelaskan sahnya integrasi Timor
Timur ke dalam Republik Indonesia.

Tujuh hari setelah Proklamasi Balibo dicetuskan,
tentara Indonesia melakukan intervensi miiiter di Timor
Timur. Oleh sebagian masyarakat internasional, Indonesia
dituduh melakukan invansi ke Timor Timur vyang telah

. éisahkan melalui Undang—unéang No. 7 Tahun 1976, oleh
sebagian masyarakat internasional dianggap bukan merupa-
%xan perwuiudan pelaksanaan "right of selft-determina-—
tion® rakyat Timar Timur. Mereka menuntut agar pelaksa-—
naan halk menentukan nasib sendiri dilakukan di bawah
pengawasan internasional.

Secara "“de facto" Timor TYimur telah menjadi
bagian wilayah Indonesia melalui integrasi. Integarsi
itu sendiri mempunyai dasar hukwn yang diakui oleh hukum
internasional yaitu Res. MU PBB No. 1541 (XV} 196@ huruf
c. seperti yang telah disebutkan di bagian awal tulisan
ini. Namun, secara "de jure" integrasi Timor Timur belum
dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat interna-
sional, karena proses berlangsungnya integrasi dianggap
kurang dempkratis. Hal ini tergambar dari sikap PBB yang
tidak mengakui Timor Timur sebagai bagian dari wilayah
Indonesia dan masih tetap menganggap Fortugal sebagai

"administering power"” di Timor Timur. Perlu diketahui
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f‘(

bhahwa masalah pengakuan, bukan hanya merupakan masalabh
tukum semata-mata namun terkait Qi ‘dalamrtya masalah
politik Jjuga.

Ditinjau dari segi bhukum intérnasional, ada dusa
teori yang menerangkan masalah pengakuan ini, vyaitu
teori deklaratif dan teori konstitutif. Menurut teori
deklaratif, suatu negara ada sebelum diakui ; ada atau
tidak adanya negara terlepas dari pengakuan yang semata-
mata italah suatu tindakan formal yang menegakkan &enya-—
taan. Sedangkan menurut teori konstitutif, suatu negara
dipandang ada hanya karena dan semata-mata cleh pernya-
taan pengakuan, jadi syarat pengakuan mutlak diperlukan.
Pari kedua teori ini dipandang bahwa teori deklaratif
yang paling memuaskan sehingga teori ini yang paling
banyék diikuti oleh neéara—negara. Namun, dari segi
yuridis, teori inipun mengandung kelemahan sehingga
muncul teori jalan tengah yaitu “composite theory".

Menurut pendapat beberapa sariana hukum interna-
sional, apabila suatu himpunan manusia memang telah
memenuhi syarat yang telah dituntut oleh hukum interna-
sional seperti yang tercantum dalam pasal I Montevideo
Convention, yakni mempunyai rakyat, wilayah, pemerin-
tahan dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan
dengan negara-negara luar, maka semua hnhegara wajib

memberikan pengakuannya. Namun, dalam merealisasikan
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pernyataan ini, ada dua faktor penghambat utama, yaitu
yang pertama apakah masalah pengakuan ini memang merupa-
kan hak tiap negara untuk memperolehnya atau sebaliknya,
pada negara-negara lain ditetapkan kewaiiban mengakui
ti;p himpunan manusia, sepanjang negara itu telabh meme-
nuhi  syarat tertentu untuk dipandang sebagai negara,
tidak ditentukan dalam hukum internasional. Dan vyang
redua adalah babwa dalam hukum internasional tidak
terdapat satu peraturan yvang mengatur sampai di  mana
luasnya kewajiban dan hak suatu negara dalam hubungannya
dengan negara yang akan diberikan pengakuan sepenuhnya
tergantung kepada negara yang mau mempraktekkannya, atau
dengan kata lain, pengakuan merupakan "kebijaksanaan®
dari negsra pemberi pengakuan dan bukan kewajiban bagi-
nya.
Menurut bukum interrnasional, pengakuan pada
umumnya dibagi dalam lima bentuk, yakni:
(1) Pengahuan terhadap negara baru (recognation of a new
state)
{2) Pengakuan terhadap pemerintah baru (recognation of a
new goverment)
{3} Pengakuan terhadap pemberontak, dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu pengakuan terhadap kaum insurgen-—
si dan pengakuan térhadap kaum belligerensi

(4} Pengakuan terhadap suatu bangsa (recognation of a
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new nation}
(5) Pengakuan atas hak—hak teritorial baru.®
Diantara kelimé bentuk pengakuan yang disebutkan di
atas, yang akan memperoleh penjelasan lebih lanjut
adalah pengakuan atas hak-hak teritorial baru karena
pengakuan in; ada hubungannya dengan integrasi Timor
Timur.

Dalam pergaulan internasional, pelbagi peristiwa
terjadi dan menimpa suatu negara. Peristiwa—-peristiwa
tersebut misalnya : lahirnya suatu negara baru, pergan-
tian bemerintahan suatu negara baik secara konstitusion-
al maupun inkonstitusional umpamanya melalui suatu
rudeta atau perebutan kekuaszan, terjadinya pemberon-—
takan dalam éuatu negara, suatu kelompok bangsa berusaha
memper juangkan hak atés wilayah atau hak-hak yang bersi—
fat teritorial. Semua peristiwa ini walaupun pada dasar—'
nya adalah masalah intern negara-negara yang bersang-
vutan, banyak menimbulkan implikasi terhadap negara—
negara lain, baik implikasi positif maupun implikasi
negatif. Oleh sebab itu, mau tidak mau negara—negar;

tersebut tidak bisa tetap diam berpangku tangan terhadap

peristiwa-peristiwa semacam itu. Pada dasarnya sikap
61 Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Interna-

gignal, €V. Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 34%5.
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negara-negara ini dinyatakan melalui pemberian pengakuan
mavpun menclak memberikan pengakuan terhadap fakta
tersebut. Dan pemberian pengakuan ini hisa bersifat
"pxpressed recognation” dan bisa juga bersifat “implied
recognatinn".7

Dengan memasukkan Timor Timur sebagai salah satu
propinsi Indonesia melalui Undang-undang Wo. 7 Tahun
$19746, maka berarti Indonesia memperoleh tambahan wilayah
atau hak—-hak vyang bersifat teritorial. Di mata dunia
internasional Indonesia dianggap mempernolebh tambahan
wilayah dengan cara yang bertentangan dengan hukum
internasional yaitwe melalui intervensi militer pada
tanggal 7 Desember 1975. Pernyataan ini bisa dilihat
dari sikap PBR yang mengeluarkan beberapas resolusinya
yang intinya adalah sama yakni mengutuk keras invansi
militer Indonesia atas wilayah Timor Timur dan menyeru-—
kan agar Indonesia menarik dengan segera semua pasukan-—
nya dari wilayah Timor Timur.

Menurut Starke, berlanjutnya hubungan-hubungan
farmal dengan suatu negara setelah pengambilan suatu
wilayah melalul cara-cara yang bertentangan dengan hukum

internasional, tidak dengan sendirinys berarti bahwa
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negara tersebut telah memberikan: pengakuan pengakuan
atas negara yang mengambil wilayah itu untuk menjadikan-—
nya sebagai bagian dari wilayahnya.a Kalau dilihat dari
pendapat Starke ini, hubungan—hubungan formal antara
Indonesia dengan negara-negara Yyang sampal sekarang
belum mau memberikan pengakuan mereka terhadap integrasi
Timor Timur, tidak dapat digolongkan "implied recogna-
tion".

Dengan demikian berarti bahwa suatu pengakuan
yang tegas atas integrasi Timor Yimur adalah bhal yang
p;nting, dan hal ini {pengakuan secara fegas} harus
giusahakan oleh Pemerintah Indonesia. Ada dua faktor
penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indone-—
sia dalam menagali pengakuan internpasional atas integra-~
ci Timor Timur, yakni:

(1) Kemampuan Indonesia untuk menguasai Timor Timur
secara efektif,Adan

{2} Kemampuan Pemerintah Indonesia untuk meyakinkan
masyérakat internasionél tentang keabsahan pengua—
saannya atas wilayah tersebut serta penguasaan
tersebut didukung oleh seluruh atau sebagian besar

rakyat Timor Timur.

— — o e e el B S e Bl e . PP et S W

'aJ. G. Starke., An Introduction to Interpational
{.aw, Cet. I, terjemahan Sumitrao L. §S. Danuredjo dan
Ltukas Ginting, P.T. Aksara Persada Indonesia, Jakarta,
1988, h. 135B.
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Mengenai hal yang pertama kiranya tidak ditemui kesu-
Iitan karena memang secara "de facto” Indonesia
menguasai Timor Timur secara efektif. Namun, yang masih
menjadi masalah adalah faktor yang kedua, dan ini tentu-
nya tergantung pada diplomasi para diplomat Indonesia.
Integrasi Timor Timur yang mendapat dasar hukum

cesuai dengan hukum internasional yaitu Res. MU No. 1541

(XV) 1968 dan telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia

melalui Undang—undang No. 7 Tahun 1976 tidak mendapat

pengakuan oleh sebagian masayarakat internasional,
khususnya PBB vyang mana penolakan ini tertuang dalam

Resolusi Sidang Umum PBB No. 31/53 tertanggal I Desember

1976 khususnya point 5 yang menyatakan bahwa:

Rejected the claim that East Timor has been inte-~

grated into Indonesia in as much as the people of

the territory have not been able to exercise freely

their right to self-determination an independence.
Inti permasglahan penulisan ini adaléh:

a. Apakah dengan ditolaknya integrasi Timor Timur ke
galam kedaulatan Republik Indonesia oleh PRR akan
mempengaruhi status hukum wilayah tersebut secara
internasional.

b. BRagaimana praktek pengakuan oleh negara-negara lain

terhadap integrasi Timor Timur ke dalam kedaulatan

Republik Indonesia.
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2. Penjelasan Judul

Judul yang kiranya tepat untuk mencerminkan inti
permasalahan adalah “"Status Timor Timur Ditinjau Dari
Segi Hukum Fengakuan Internasional”. .Yang dimaksud
dengan status di sini adalah keadaan, kedudukan vyang
dikaitkan dengan akibat hukum. Timor Timur adalah bekas
gdaerah jaiahan Portugal vyang télah berintegirasi dengan
indonecia. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum  penga-—
xuan adalah hukum yang cukup penting artinya dalam
hubungan antar negara dan berfungsi untuk menjamin suatu
negara - baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai
guatu srganisme politik yang merdeka dan befdaulat di
tengah-tengah keluarga bangsa—bangsa, sehingga .secara
aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan

negara-negara lain.

X, Alacan Pemilihan Judul

Timor Timur secara "de factp" telah menjadi
bagian wilayah Indonesia, namun secara “de jure” masya-
rakat internasional masih memperscalkan status Timor
Timur. PREB sendiri tidak mengakui integrasi Timor Timur
dan tetap menganggap Portugal sebagai "admiristering
power' di Timor Timur. Hal ini mengyambarkan bahwa suatu
panyelesaian secar’ tuntas bagi masalah Timor Timur

masih diperluvkan.
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4. Tuyiuan Penulisan

Tujuan utama yang bhendak dicapai dalam penulisan
ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai
status Timor Timur.
. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka
menjawab int; permaﬁglahan.

c. Memenuhi persvaratan memperoleb gelar sarjana hukum.

- 8. Hetodolbgi
{a) Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini
adalah metode pendekatan vyuridis sosiologis dan
ywridis politik yaitu menggambarkan obyek yang
menjadi pokok permasalabhan dikaitkan dengan teori-
teori hukum internasipnal dan praktek pelaksanaannya
yang menyangkut permasalahan di atas.
(b) Sumber data diperoleh dari buku-buku literatur,
penelitian ke instansi-instansi terkait.
{c) Prosedur pgngumpulan data dilakukan sebagai berikut:
&. Studi kepustakaan, dimaksudkan untuk mencari
teori—-teori, pendapat—pendapat atau konsepsi-
onsepsi yang berhubunéan dengan pohkok permasala-
han.
b. Bisampinyg ity Jjuga mengumpulkan pendapat pars

pakar serta instansi yang terkait dengan mengade-
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kan penelitian di lapangan.

{d) Analisa data yang digunakan adalah analisa kualita-
tif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun
seCara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa
secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah

yang akan dibahas.

6. Pertanggungiawaban Sistematika

Rab pertama berupa pendahuluan, dalam bab ini
diuraikan mengenai latar bhelakang sejarah dan geopolitik
Timpr Rimur serta terjadinya perang saudara di  belas
kaloni Portugis itu. Disamping itu diuraikan juga menge-
nai proses integrasi yang menyebabkan timbulnya permasa-
lahan. Uraian bab .ini diperiutkan guna mengantarkan
wraian bab-bab selanjutnya. Karena sifatnya sebagai
pendahuiuan maka dalam bab ini belum dapat disajikan
analisis pemecahan masalah.

Rab kedua merupakan peninjauan khusus mengenai
status Timor Timtr ditinjauw dari hukum pengakuan inter-
nasional. Secara "de facto” Timor Timur dikuasai Indone-
sia, namun 5écara "de jure” Timor Timur masih dipersoal-
an di forum PBB. Hal ini akan mempengaruhi status hukum
dari wilayah tersebut. Namun karena Indonesia menguasai
Timor Timur secara efktif, dibarapkan nantinya integrasi

Timor Timur bisa diterima pleb seluruh masyaratatr inter-—
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nasional.

Pab ketiga membahas praktek pengakuan oleh
negara-negara lain terhadap integrasi Ti@or Timur ke
dalam Republik Indonesia. Praktek negara—negara tersebut
berbeda-beda, ada negara vyang memberikan pengakuan
secara tegqs. Hal ini bisa diartikan sebagai pemberian
pengakuan terhadap integrasi Timor Timur dén bisa juga
diartikan sebagai menolak memberikan pengakuan.

Bab keempat berisi kesimpulan dan saran. Apa
vang telah diuvraikan di bab-bab terdahulu disimpulkan
-dan diuraikan di bagian ini. Juga ek an' saran~saran
’yang kiranya bermanfaat dalam menjawab inti permasalahan

tulisan ini.
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BAB 11

INTEGRAGT TIMOR TIMUR: SUATU KAJIAN DARI SEGI HUKUM

PENGAKUAN INTERNASIONAL

1. Pentingnya Pengaftuan Internasiconal Terhadap Integrasi
Timor Timur |

¥udeta militer 20 April 1974 di Portugal melahir-
kan dua pfogram pelitik baru, yaitu politik demokratisasi
dan pelitik dekolonisasi. Gagasan demokratisasi lahir
sebagai reaksi terhadap sifat-sifat rezid iama yang fasis
dan ctoriter, sedangkan gagasan dekolonisasi lahir sebagai
pantulan kenyataan getirnya perang kolonial 'di Afrika.
Kudeta militer ini tidak bhanya membawa perubahan radikal
di dalam negeri Portugal saja, tetapi juga membuka leﬁba~
ran baru dalam sejarah politik di negeri-negeri jajahan-
nya. Pemerintah Jendral Spinocla memberikan nafas segar
bagi daerah jaiahan Portugal untuk memperiunangkan kemerde-
kaan mereka. 7 .

Dengan landasan politik dekoleonisasi yang dilan-

carkan _ oleh Pemerintah Portugal, maka berdasarkan

- iy s ke A e B B - i S — T Yo S g ] Sl o S . e ——— —_—— e it e $4

f;‘Dlli'par't@:man of Foreign Affairs Republic of Indone-
sia, Decolonization in East Timor, Departement of Foreign
Affairs Republic of Indonesia, Jakarta, 19791, h. 16.

14
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resolusi MU PBB NO. 1941 (XV) 196@, di Timor Timur diben-
tuk tiga partai politik yang memberikan peluang bagi
rakyat Timor Timur untuk melaksanakan hak menentukan nasib
sendiri. Ketiga partai politik tersebut adalah: UDT (Uniab
Democratica Timorense), FRETILIN (Frente Revolucionaria de
Timor Leste Independente} dan APODETI (Assosiacao Popular
Democratica Timorense).

Politix dekplonisasi Portugal yang membuka peluang
bagi perjuangan kemerdekaan wilayah-wilayah Jjajahannya,
telath menumbuhkan pergolakan dan perang saudara di  Timor
Timur. Referendum vyang semula ‘direncanakan pada bulan
Mare£ 1975 yang kemudian ditunda sampai bular Juni 1975
+tidak pernah meniadi kenyataan. Sikap sportif ketiga
partai politik untuk memenangkan referendum  akhirnya
berubah menjadi permusuban dan persaingan antara ketiga
kontestan semakin meruncing. _Hal ini disebabkan oleh
campur tangan pihak penguasa yang mulai memihak pada
partai—partai tertentu, yaitu Gubernur Lemos Pires memihak
kepada UDT sedangkan pembantu—pembantunya memihak kepada
FRETILIN. APCDETI didukung olen Mayor Armac Mantello,
Kepala §Staf Angkatan Bersenjata Portugal di Timor Timur.
Piincak  peruncingan  terjadi  pada saat UDTY melancarkan
sebuah kudeta bersenjiata pada tanggal 1} Agustus 1973 yang
remudian dif:alas dengan suatu “counter attack” oleh FRETI-

{IN, setelah gagal membuiuk UDT untuk duduk di meja perun-—
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dingan. Portugal yang saeharusnya bertanggung jawab untuk
memul ihkan keadaan justru melarikan diri dan membiarkan
keadaan Timor Timur semakin tak @enentu.

Rertenaan dengan situasi vyang tidak menentu
tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menge-
luarkan 5uatﬁ pernyataan bahwa Pemerintah Indonesia tidak
akan mento}erirlkeadaan yang sedang berlangsung dan akan
mengambil langkah-langkah untuk memperéahankan diri apabi~
1a keamanan dalam negeri Indonesia terantam. 18 Menghadapi
gituasi ini, Komite untuk Urusan Dekoclonisasi Portugal
mengadakan pertemuan di Lisboa wuntuk wmembahas keadaan
terakhbir di Timor YTimur.

Sementara itu, suatu pertemuan antara Menteri Luar
Negeri Indonesia dengan Nenteri Luar Negeri Portugal
diadakan di Roma tanggal 1-3‘Nnvember 1955 untuk membahas
hal yang sama, dimana disepakati Bahwa Portugal tetap
bertanggungiawab untuk mengadakan dekolonisasi di Timor
Timur. Untuk itu periu mengadakan pendekatan dengan ketiga
partai politik. éebagai tindak lanjut pertemuén ini Komisi
Nasional Dekolonisasi Portugal mengirimkan telegram kepada
para pemimpin ketiga partai yang isinya mengaijak mereka

untuk mengadakan pertemuan di Darwin, Australia

leescnlonization, Publicacion del Departamento de
fasuntos Politicos, Administracion Fiduciaria y Descoloni-
racion de las Naciones Unidas, No. 7, Agosto, 19746, h. 1&.
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pada tanggal 15-2@ November 1975 untuk membahas tiga hal

berikut:

1. Ectablecimientoc vy mantenimiento de una cesacion de
fupgo.

2. Establecimiento de un mecanisme para la transicion
de Timor hacia la libre determinacion, y.

Z. Retorno de los refugiados que se encuentran en le
Timor Indonesio.

Namun pada kenyataannya pertemuan tersebut tidak pernah

terwuiud karena UBRT dan APODETI tidak setuju dengan lokasi

pertemuan. Satu-satunya usaha Portugal yang agak berhasil
untuk mempertemukan ketiga partai politik adalah pertemuan

Macau tanggal 26 Juni 1975. Walaupun FRETILIN menolak

untuk hadir dalam pertemuan tersebut, pihaknya bersedia

mendukung "the basic agreement” Pertemuan Macau. Adapun
isi pertemuan tersebut adalah:

1. Menetapkan secrang Komisaris Tinggi Portugal yang akan
mengatur dan memimpin pemerintahan yang akan dibentuk
dengan lima orang anggota sebagai sekretaris eksekutif
yang ditunijuk oleh Pemerintah Portugal.

2. Pemilihan umum akan diadakan pada tahun 1974 untuk

memilih sebuah Majelis Rakyat yang akan bertugas menyu—

sun kanstitusi dan menentukan "the future status of

I1ypid, h. 23.
Artinya: 1. Pelaksanaan gencatan senmjata, 2. Penyediaan
suatu mekanisme transisi guna melaksanakan hak penentuan
nasib sendiri secara bebas dan 3. Pengembalian pengungsi
yang ada di wilayah Indonesia.
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territorry”.
3. Yimor Timur akan tetap menjadi daerah Portugal sampai
bulan Oktober 1978.
Hasil pertemuan inipun tidak pernah dilaksanakan berhu-
bung UDT melancarkan kudeta Qada tanggal 11 Agustus 1973,
disusul dengan suatu "counter attack” oleh FRETILIN pada
tanggal 20 agustus 197S5.

Menyusul hkemenangan FRETLIN, UDT dan APODETI
melarikan diri ke Atambua, wilayah #ekuasaan Indonesia
untuk meminta perlindungan di sana. sementara itu, secara
berangsur—angsur FRETILIN menguasai keadaan dan pengua-
saannya cecara efektif terjadi pada sekitar permulaan
bulan September 19275. Sadar bahwa masa depaanimér Timur
harus ditentukan semua pihak, maka pada tanggal 16 Septem—
ber 1?75, Committe Central FRETILIN mengeluarkan suatu
kvomanike kepada Pemerintah Portugai di Atauro (Lemos Pires
dan_staf—stafnya melarikan diri ke Atauroc pada tanggal 27
Agustus untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Portu-
gal) yang isinya antara Iain:

1. The affairs of East Timor must be decided by the
Timorense people within the territory without
external pressures. FRETILIN recognizes Portugal’s
sovereignty over East Timor and seeks talks with
the Fortuguese goverment’'s representatives on
September 38, 1975, in Baucau.

The Central Committe of FRETILIN would welcome a

imint conference with representatives from Portu-
gal, Australia and Indonesia and the leaders of

[v]
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east Timor in order ... to promote friendship _and
coorporation amongst the people of the region.” <

Komunike ini dijawab oleh Pemerintah Portugal di Atauro
pahwa UDT dan APODETI menoclak untuk datang ke pertemuan di
bacau dan minta agar pertemuan diadakan di Denpasar/Bali.
FRETLIN menclak permintaan ini sehingga negosiasi tidak
pernah terlaksana.

Pada tanggal 24 September 1973, sékembalinya misi
Lhusus D. Santos yang mengadakan pertemuan dengan Pemerin-—
tah Indenesia di Jakarta, Portugal mengajukan kebijaksa-
naan baru untuk menyelesaikan masalah Timor Timur dengan
mengundang tokoh—-tokoh ketiga ﬁartai di Timor Timur untuk
menghadi;i suatu pertemuan. UDT dan APODETI menolak untuk
hadir dengan alasan bahwa saatnya kurang tepat, apalagi
mereka sedang berada di bawah angin, sehingga akan mudah
dipaksa menelan konsep pihak yang berada di atas angin.
Avhirnya perundingan tidak pernah diwuiudkan.

Karens “"power facum” yang diciptakan oleh Pemerin-—
tah Partugal, akhirnya FRETILIN memproklamirkan suatu
"Unilateral Declaration of Independence” pada tanggal 28
November 1973 yang mana deklarasi kemerdekaan ini  telah
memperoleh pengakuan dari lima belas negara. Tindakan

FRETILIN ini didorong oleh dua faktor, vakni yang pertama,

12Jose Ramos Hor{a, FUNU, the untinished Saga of
East Timor, The Red Sea Press Inc., new jersey, United
States, 19846, h. 08. :
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pengabaian Pemerintah Portugal untuk menjaawab seruan

FRETILIN untuk mengadakan perundingan dan kedua, pening-
tatan militer Indonesia di daerah perbatasan dampn bahkan
sudah meluas ke dalam wilayah Timor_Timur. 13
Pada tanggal 7 desember 1975, Pemerigtah Indanesia
melakukan intervensi militer di Timor mTimur, yang mana
menurut Pemerintah Indonesia didorong oleh dua hal:

(1) Intervensi militer tersebut diadakan atas kemauan
rakyat Timor Timur melalui Deklarasi balibo.

(2) Intervensi militer ttersebut untuk self-defence karena
pada Qaktu itu pasukan FRETILIN sering melanggar
perbatasan dan masuk ke dalam wilayah kedaulatan
Republ ik - Indonesia.

Sejauh mana keabsahan intervensi militer yang telah dilan-—

carkan tergantung kepada keaggahan Deklarasi Balibo dan

self-defence menurut pasal &1 FPiazgam PBBE. Untuk itu, suatu
tinjauan yuridis mengenai kedua hal di atas sangat diper-—
ukan.

Seperti yang diketahui bahwa deklarasi balibo
dicetuskah oleh pibak—pihak yang kalah perang melawan
FRETILIN dan melarikan diri ke wilayah kekuasaan Indone-

sia. mereka ini adalah para pemimpin UDT, APODETI, KOTA
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dan TRABALHISTA. Pila ditinjau dari subyek ataw pihak yang
membuat Deklarasi Balibo, maka keabsahan deklarasi terse-
put perlu dipertanyakan. Seperti diketahui bahwa UDT
didirikan dengan tujuan politiknya konfederasi dengan
Portugal dan bukan integrasi dengan Indonesia.

" Secara Yuridis dapat dikatakan bahwa pada saat
para pemimpin partai UDT mengkhianati tujuan politik vyang
semula digariskannya, secara otomatis ia kehilarngan para
pendukungnya karena dianggap tidak lagi memperjuangkan
kepentingan pendukungnya. Oleh sebab ituw, tindakan para
pemimpin UDT membuat Deklarasi Ralibo tidak mewakili
csebagian rakyat Timor Timur, yang menjadi pengikutnya.
Partai lain vyaituy APODETI hanya didukung cleh sebagian
kecil rakyat Timor Timur, sedangkan KOTA dan TRABALHISTA
tidax mempunyai pengikut sama sekali walaupun mempunyai
pemimpin. Kedua partai ini dipandang sebagal partai ilegal
di Timor fimur rarena mereka tidak mempunvai agatu

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tidak

memiliki suatu %konsep kerja yang jelas. Karena tidak
mempunyai pengikut, ocleh karenanya mereka tidak mewakili
kemauvan sebagian rakyat Timor Timur.

Rila ditinjau dari proses pembuatannya, maka
Deklarasi BRalibo ini perlu dipertanyakan pula. Lokasi

pempuatan bukan di Ralibo tetapi di Denpasar/Bali tepatnya

di Hotel BRali Reach. Menurut penelitian yang diadakan ter-

MILIK
PERFUSTAKAAN
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hadap pihak;pihak .yang turut serta dalam pembuatan
deklarasi tersebut diperoleh konfirmasi bahwa naskah
proklamasi yang dimaksud juga sudah dipersiapkan terlebih
dahulu dan mereka hanya diminta untuk menandatanganinya.14

Starke mengatakan babhwa, dalam keadaan-keadaan
tertenty, hukum internasional memberi hak kepada suatu
nega?a'untuk melakukan intervensi ke negara laih. keadaan-
weadaan yany dimaksud adalah:

(a) intervensi kolektif sesuai dengan Piagam PBB

(b) untuk melindungi hak—-hak dan kepentingan-kepentingan
serta keselamatan jiwa para warganegaranya di luar
negeri

{c} pemﬁelaan diri, ijika intervensi diperlukan untuk
melenyvapkan bahaya serangan bersenjiata yang nyata

(d)} dalam menangani urusan sebuah protektorat yang berada
di bawah dominionnya.

{e) jika negara yang mengalami intervensi ittu dipersalab-
kan secara terang-terangan melanggar hukum interna-
sional yang menyangkut negara yang melakukan interven-—
si itu. Misalnya jika negara itu sendiri telah melaku-~

ran intervensi secara melawan hukum.»15

——— — R P — -—

o — . A P B S - o o o P Sy o A A

1yawancara dengan Ir. Marip Viegas Carrascalao,
salah satu tokoh Deklarasi Balibo.

135, B. Starke, op. Cit., h. 91.
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Intervensi militer Indoﬁesia atas wilayah Timor
Timpur dapat dibenarkan cleh hukum internasional apabila
secara materiil tuduhan pelanggaran perbatasan yvang
dilakukan oleh FRETILIN dapat dibuktikan. #Akan tetapi
secara materil tuduhan ini tidak atau belum dapat dibukti-
kan karena tidak atau belum ditemukan fakta atau bukti
yvyang akurat.

Yerlepas dari Indonesia melanggar hukum atau
tidak, penguasaan Indonesia atas Timor Timur merupakan
suatu fakta yang tak terbantahkan, oleh sebab itu, penga-
kuan "de facto”" atas fakta tersebut tidak dapat diabaikan.
Akan tetapi secara "de juwe" integrasi Timor Timur belum
diterima oleh sebagian masyarakat internasional. Hal ini
terbukti dari sikap PBB yang tidak mengakui kedaulatan
Pemerintah Indonesia atas Timor Timur dan masih mencantum-—
kan masalah Timor Timur di agenda PRB sebagai masalah yang
perlu diseleszikan di forum internasional. PBE menganqgap
bathwa Deklarasi Ralibo tidak mencerminkan aspirasi seluruh
ataw sebagian besar vrakyat Timor Timur. Perbandingan
"empat banding satu” {empat partai peserta Deklarasi
Baliboc banding FRETILIN} tidak bisa dipakail sebagai

patakan bahwa aspirasi sebagian besar atau seluruh rakyat
Timor Timur telah tersalurkan. BRila ditinjiad dari suara
yaﬁg mendukung partai-partai tersebut,  suara keempat

partai yang membuat Deklarasi Balibo belum menyamai
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(apalagti .melebihi) suara yang mendukung FRETILIN yang
merupakan satu-satunya parfai politik vyang menempati
posisi paling penting pada tahun 1975.16 Dieh sebab itu,
PBB menganggap bahwa rakyat Timor Timur belum melaksanakan
hat. menentukan nasib sendiri. Dleh karenanya PBB masih
mencantumkan Timor Timur di agenda PBB sebagai daerah yang
tidat berpemerintahan sendiri. Dan sudah menjadi tradisi
bahwa sikap PBR diambil berdasarkan suara mayoritas anggo-
ta-~anggotanya, sehingga dapat dikatakan bahwa apa vyang
diputuskan cleh PBB adalah kehendak mayoritas anggotanya.
Menurut teori vyang berlaku, péngékuan dapat
diberikan diantaranya melalui dua cara, vyaitu melalui
“implied recognaticn” dan "expressed recognation". Implied
recognaéion adalah pengakuan yang diberikan secara diam-
diam atau tersimpul, yakni bisa dilihat dari koﬁdisi atau
fakta vyang ada. Biasanya suatu negara membiarkan sajia
orang lain yang menilai apakaﬁ pengakuan sudah diberikan
atau belum diberikan. Starke mengatakan bahwa sikap vyang
demikian ini biasanya tidak sekedar pengakuan de facto.l’
Sedangkan expressed recognafion berarti pengakuan diberi-
kan secara tegas, misalnya melalui pidato resmi, nota

resmi, dan lain sebagainya.

173. 6. Starke, op. cit., h. 131,
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Sampai saat ini, hanya ada satu negaré vang telah
memberikan pengakuan secara tegas, yaitu Pemerintah Aus-
tralia. Sikap ini bisa dilihat dari pidato Perdana menteri
Bob Hawke pada waktu berkuniung ke Jakarta pada bulan
Agustus 1988, disusul dengan penandatanganan Perjanjiaan
Celah Timor pada tahun 198%9. Yang menjadi masalah di sini,
apakah siakap diamnya negara-negara lain bisa diartikan
sebagai telah memberikan pengakuan atau tidak/belum mem-
berikan pengakuan. Mengenai pengakuan de facto, Fkiranya
bica diartikan sebagai telah mengakui, namun untuk menyim-—
pulkan sebagai de jure recagnation kiranya masih terlalu
dini. Salah satu (dan mungkin satu~satunyal} fakta vyang
bisa dikaji berkenaan dengan pengakuan de jure atas inte-
grasi Timor Timur adalah “hubungan diplomatik antara
negara Indonesia dengan negara-negara luar dalam kurun
waktu sebelum dan sesudah integrasi Timor Timur”.

Setelah integrasi Timor Timur dilaksanakan, tidak
pernah ada negara yang sebelumnya menjalin hubungan diplo-
matik dengan Indonesia, memutuskan hubungan diplomatik
sebagai protes atas kejadian tersebut. Tidak diputuskannya
hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara
laih, apakah bisa diartikan sebagai pengakuan de jure atas
integrasi Timor Timur, rupanya belum jelas, karena sampai

saat ini belum ada teori yang membahas mengenai bal ini.
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Mengenai lembaga pengakuan ini, kebanyakan sarjana

hutum internasional menilai babhwa merupakan satu bagian

yang paling rumit dalam hukum intetrnasicnal. Namun tidak
serlebihan untuk mengatakan bahwa lembaga ini penting
artinya pada saat sekarang, mengingat interdependensi
negara-negara pada masa sekarang tampak semakin besar. Hal
ini tidak berarti bahwa tanpa pengakuaﬁ suatu negara tidak
dapat melangsungkan hidupnya. Demikian pula dengan Indone-
sia, tanpa pengakuan dari negara—negara luar atas integra-
gi Timor Timur tidak berarti bahwa Indonesia tidak dapat
melaksanakan kedaulatan atas Timor Timur. Akan tetapi,
untuk menjamin agar Indonesia dapat menduduki tempat vyang
wajar dalam masyarakat internasional; sehingga - secara
aman. gdan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan nega-
ra-negara lainnya tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya
akam diganggu gugat oleh negara-negara tersebut maka suatu
pengakuan de jure atas integrasi Timor Timur sangat diper-
lukan. Dengan demikian teori pengakuan yang 1ebih cocok
dengan fakta integrasi Timor Timur adalah ‘“composite
theory" yaitu perpaduan antara teori deklaratif dan teori

kaonstitutif.

2. BAkibat Hukum_Yang Timbul dari Fengakuarn_ Internasional

erhadap_Integrasi Timor Timur

. L — o S

Pengakuan menimbulkan akibat-akibat hukum vyang
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Qerpengaruh terhadap hak-gak, kekuasaan dan wewenang serta
previlese dari 'negara atau pemerintah yang diakui baik
galam hukum internasional maupun dalam hukum nasional.
NDemikian pula bila masalah pengakuan bendak diuwji oleh
pengadilan-pengadilan lokal sebuah negara, pelbagai pem-
huktian penafsiran hukum perlu dipertimbangkan.

Menurut teori, terdapat perbedaan penting antara
pengakuan de facto dengan pengakuan de jure, yang mana hal
ini akan membawa perbedaan pula terhadap akibat-akibat
hukumnya. Suatu negara yang hanya diakui secara de facto,
akibat_hukumnya adalah:.

(a) negara tersebut tidak dapat menuntut harta kekayaan
yang berada di wilayah negara yang mengakui

{b) tidak dapat menampilkan negara lama untuk maksud-
maksud suksesi negara, atau dala hal mengajukan
tuntutan warga negaranya atas kerugian yang ditimbul-
kan oleh negara—negara yang mengakui akibat pelang~
garan hukum internasional

(c) wakil-wakil dipleomatiknya tidak memiliki prevililese
dan kekebalan hukum diplomatik penuh

(d) pada prinsipnya pengakuan de facto dapat ditarik
kembali dengan beberapa alasan.la

Mengingat pengakuan terhadap integrasi Timor Timur

A i o e e e e T e b gt e et o S S P A s s e i e A i e e e et
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merupakan pengakuan atas hak-hak teritorial baru (bukan
pengakuan atas negara/pemerintahan baru), dan pengakuan
tersebut baru berupa pengakuan de facto, maka hkiranya
akibat-akibat hukum di atas berlaku pula terhadap kasus
Timor Timur. Namun diantara keeampat akibat hukum vyang
telah disebutkan di atas , yang terpenting dan lebih
berhubungan dengan fakta~-fakta sekaramg adalah akibat
hukum  yang disebbuthkan terakhir, yaitu pada prinsipnya
pengakuan de facto dapat ditarik kembali dengan beberapa
alasan selain dari alasan—alasan yang biasanya memberikan
justifikasi bagi penaritan pengakuan de jure. Dengan kata
Iain; tanpa suwatu pengakuan de jure posisi Indonesia di
mata dunia internasional sewaktu-waktu bisa terancam atau
brubah. Suatu fakta yang tidak dapat dilupakan adalah
pahwa akhir-akhir ini masalah Timor Timur mulai mendapat
lebih banyak perhatian internaasional, dan hal ini Justru
terjadi setelah penguasaan Indonesia atas Timor Timur
selama kurun waktu 18 tahun.

Status Timopr Timur tidak hanya ditentukan oleh
Pemerintah Indonesia, akan tetapi opini masayarakat inter-—
nasional juga turut menentukan. Semakin besar opini masya-
rakat internasional yang mendukung integrasi Timor Timur,
semakin besar pula peluang bagi Indonesia untuk memperolef

pengakuan de jure atas integrasi Timor Timur. Dan pada
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gilirannya akan memperkokoh posisi Indonesia sebagai pihak

penguasa legal satu-satunya di Timor Timur.
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BAB I1I

PRAKTEK NEGARA-NEGARA MENGENAI PENGAKUAN INTERNASIDNAL

TERHADAFP INTEGRASI TIMOR TIMUR

1. Praktek Neaara—Negara pada Unumnya

Pada umumnya, praktek negara—-negara membuat
perbedaan antara pengakuan de jure dan pengakuan de
facto. Pengakuan de jure berarti bahwa menurut pendapat
negara yanga memberikan pengakuan, negara atau pemerin-
tah yang diakui secara formal wmemenuhi persyaratan-
persyaratan yang ditetapkan oleh hukum internasional
wntuk berpartisipasi secara effektif dalam komunitas
internasional. Sedangkan pengakuan de facto berarti
bahwa menurut pendapat negara yang memberikan pengakuan,
untuk sementara dan dengan semua syarat-syarat  yang
seharusnya untuk masa yang akan datang, negara atau
pemerintah yang diakui memenuhi persyaratan-persyaratan
menurut faktanya. Jadi pengakuan de Tfacto diberikan
wepada pihak yang diakui, hanya berdasarkan fakta atau
kenyataan saja bahwa pihak yang diakui telah ada tanpa
mempersoalkan secara yuridis dari pihak yang diakui itu,
Dengan demilian berarti bahwa pengakuan de facto masih
hersifat sementara, sambil mengamati perkembangan selan-

jutnya, apakah pihak yang diakui secara de facto terse-
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but akan bertambah effektif eksistensinya ataukah seba-
liknya akan berhasil dikalahkan ocleh pihak lawannya.
Apabila ternyata pihak yang diberi pengakuan de facto
cemakin epffektif eksistensinya dan rakyat secara penub
mendukungnya serta menunjukan kesediaannya mentaati
vewajiban internasional, maka pihak yaﬁg semula memberi-
kan pengakuan de facto tersebut dapat melanjutkannya
dengan memberikan pengakuan de jure.

Kerena pengakuan terhadap integrasi Timor TYimur
hanya merupakan pengakuan terhadap hak-hak territorial
barus maka kiranya syarat-syarat yang diperlukan atau
harusl dipenuhi untuk memperaoleh pengakﬁan hanya berupa
dua persyaratan, yaitu penguasaan wilayah Timor Timur
secara effektif dan perclehan hak tersebut harus didu-
rung oleh rakyat Timor Timur secara penuh (atau mayori-
tas) .-

Sampai saat ini, berdasarkan pemungutan suara di
PBR, ternyata hanya sedikit negara yang mendukung Indo-
nesia sehingga masalah Timor Yimur masih tetap dican-
tumkan di agenda PBB sebagai salah satu mata acara vyang
harus diselesaikan di forum interpasicnal. Dengan demi-
kian dapat dikatakan bahwa baru sedikit negara {(bila
dilihat dari jumlal: negara yang mnenentang) yang memberi-
katt  pengakuaan terhadép integrasi Timor Timur. Tidak

diberikannya pengalkuan terhadap integrasi Timor Timur,
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karens menurut mereka integrasi tersebut bukan merypaksn
keinginan seluruh atau sebagian besar rakyat Tinor Tinur
mengingat prosesnya integrasi yang dilakukan dianggap
kurang demokratis. Seperti dikatakan oleh PEBRO PINTO
LEITE dalam “East Timor : to be Liberated or to be
exterminated; that is the Question” ;

The occupation of east Timor prevented the first
condition : the existence of”free politiecal institu-
tions”. Representative People’ s Assembly which was
anything but a People’s Assembly which was anything
but s People s Assembly, and absolutly not represen-
tative rcould not fulfill the condition of an “ad-
vanced stage of self-goverment”. This discussion
that was being put on stage about integration and
the following pseudo decision to reguest this,
formed the counterpart of the demanded “wishes of
the territory’s peoples (...) expressed through
inforged and democratic processes, 'nq%rtially
conducted and based on universail suffrage".

Karena proses integrasi yang dianggap knrang demokratis
tersebut, maka PBB masih menghendaki suatu proses yang
lebik demokratis, misalnya referendum, untuk meyakinkan
masyarakat internasional bahwa inledrasi yﬁng telah
dilaksanakan adalah benar-benar keinginan seluruh atau
meyoritas masyarakat Timor Timur. Dengan demikian tidak
perlu ada lagi pihak manapun yang nempersoalkan Timor
Timur sebagai bagian wilayah Indonesia, sehihgga nasalah

19edro Pinto Leite, East Timor: to be Liberated
or Lo be Exterminated; That is_tie Question, ZXminusY,
Komitee Indonesic, Ooust-Timor Groep Hederland, Amster-
dam, 1988, h. 18.
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Timor Timur di PBB bisa dihapuskan. Indonesia menolak
rencana PBB tersebut dengan memberikan argumentasi bahwa
referendun sudah dilaksanakan di Timor Timur dan tidak
perlu lagi mengadskannya karena hanya akan mebuang-buang
waktu ssja.

Terhadap masalah Timor Timur, suatu pengskuan
pungkin hsrus diupayakan untuk memastikan hak yang
semula diragukan dan oleh sebab pengakuan demikian akan
menjadi semacam pelepasan tuntutan atau keberatan yang
tidak konsisten dengan hak yang diakui itu ocleb negsara
lain. Oleh karena Et8 neﬁurut PBB, Indonesia mwmepperoleh
tsmbahan wilayah dengan cara yang bertentangan dengan
hukun internasional, kemungkinan tidak memberi pengakuan
(non-recognation) mengalahkan suatu tuntutan yang dida-
sarkan stas preskripsl atau penerimaan secara diam-diam
dikesampingkan. Berlanjutnya hﬁbungan—hubungan formal
dengan negara-negara lain setelah pengambil-alihan Timor
Tisur, tidak dengan sendirinya berarti bahwa negara-
negara tersebut memberikan pengakuan terhadap fakta yang
tengah berlangsung.

Walaupun dalam praktek ternysta “doectrine of
nun-recognation” tidak berlakv effekliif, seijak diterims-
nya Piagem BB tahun 1945 yang diikuti dengan pesben-
tukan PBR  sebagai sebuvsh hadan pekerja, terhadap ke-

cenderungan  kust ke arah suatu doktrin non-recognation
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atas perubahan-perubshan wilayah dan perjanjian yang

timbul dari ancaman atau penggunann kekerasan terhadap

integritas wilaysh atan kemerdckasn suatu negara. Ini
tercermin dalam ketentuan-ketentuan berikut:

{(a) Ketentuan dalam Piagam OAS (Organization of Awmeriks
States) tanggal 38 April 1948 (pasal 17) yang mene-
gaskan “tidak adz pengambilan wilayah atau = keun-
tungan-keuntungan  khusus yang diperoleh  dengan
kekuztan &atau benfuk-bentuk kekerassn lainnya yang
diakui”.

(b) Paszal 11 draft Dew:iaration on The Rights and Duties
of States tahun 1949 yang menystskan bahws “setiap
negara wajib untuk tidak mengakui setisp pengambilan
wilayash satau kemerdekaan peolitik negara lain, atau
dengan cara apapun yvyang bertentangan dengan hukum
atau ketertiban internasional”.

(c) Pasal O5Z Vienna Convention on the Lam of Treaties
tahun 1969, menyatakan bshwa “suatuo perjanjian
jnternasional adalah tidak ssh jika dibuat dibawah
gncaman atau peaggunasan kekerasan yang melanggar
prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum
dnlam Pilagam BB".

(i) Declaration of FPrinciples of International Law
Coucerning Friendly relation and Conperation Among

States ini sccordance with United Nations Charter,

SKRIPSI STATUS TIMOR TIMUR ... LUCIA MARIA BRANDAO FREITAS LOBATO



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

37

yaﬁg diterima Majelis Umum tahun 1970, menyatakan
bahwa “tidak ada pengambilan wilayah yang dinyatakan
sah bila dilakukan dengen ancaman atau dengan meng-
gunakan kekerasan”.

(e) Ayanl 3 pasal J tentang Definisi Resolusi Agresi vang
disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1974 menetap-
ksn bahwa "tidak ada pengambilan wilayah atau keun-
tungan khusus dinyatakan sah atau akan din?atakgn
sah, bila dilakukan dengan agresi” .29

2. Sikap Begara-Nesars Mengenai Masalah Timor Timur

Sikap negara-negara mengenal masalah Timor Timur
dapat digolongkan dalam empat kategori, yaitu:

1. Regara-negara yang tergolong "the self-determination
lobby” vang disponsori oleh kelima negara Afrika
bekas jéjahan Portugal yaitu Mozambique, Angola, Cabo
Verde, Guinea-Bissau dan Ssao Tome and Principe,
didukung Jjuga oleh beberapa negara afrika seperti
Benin, Zimbagwe dan seluruh negara-negara amerika
latin,

2. Kategori yang kedusa adalah  “"the anti-self-
determination lobby” yaitu negara-negara yang men-

genggap bahwa self{-determination telah dilakukan pada

Starke, Qp.CiL, h. 139.
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tahun 1878. Relompok negara-negara ini reliputi
beberapa negara dunia ketiga vang kebanyakan negara-
negara Islam seperti Pakistan, Bangladesh, Negara-
negara Timur Tengah, Chile, Guatemala, Paraguay,
Tarki, Jordania, Tunisia, dan Iainnya.

4. Kategori ketign sdalah negara-negara yang mengakui
bahwa suatu “act of se1g~determination“ belum diada-
kan di Timor Timur akan tetapi karena =alasan-alssan
“glebal strategy, political expedience and economic
interest” wereka mau menerima juga integrasi. Negsara-
negsra ini adalah Australia dan Amerika Serikat.

4. Dan .yang keempat adalah "the abstentionist lobby".
Secara formal, negara-negara ini tidsk  menerima
integrasi, akan tetapi mereks juga tidak menghendaki
permuschan dengan Indonesia dengan mendukung masalah
Timor Timur. Yang ini termssuk dslam kategori 1ini
adalah negara-negara Eropa Barat seperti Inggris,
Perancis, jerman, Belands, Belgia, dan lainnya.21

Seperti diketahui bahwa negara-negara  bekas
jajahan Portugal di afrika dan beberapa negara Afrika
dan Amerika latin merupakan pendukung utama pembicaraan
masalah Timor Timur di forum PBB. Hal ini bisa dilihat

s e W M e W B S A T . AR e MF R e i M F M am R SR e W e T M 4 A m BB w et e e v ey a4

Zigyrmel Budiardjo dan Liem Soeci Liong, The War
Againsi Bast Yimur, Piuto Press, Australin, 1984,
h. 147,
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dari awal sampaj akhir pembicarman (tahuan 1875-1982)

nasalah Timor Timoer di PBB. Pertama-tama masalah Timor

Timur dibahas oleh Komite Dekolonisasi atas desakan

negara-negara Algeria, Cuba, Guyana, Senegal, Siera

Leone, Tanzania, Trinidad dan Tobago dan diterima dengan
perbundingan- snars 68 menduvkung, 11 menentang dan 38

abstein. Draft ini kemudian diajukan ke General Assem-
bly dan dibahss pada tanggal 12 Desember 1875 vyang

kemudisn menghasilkan Besolusi MU PBB 3485 (¥XXX) 1975

yang isinya, sntura lsin:

a. Henghiwbau kepada semua negara untuk menghormati hak
rakyat Timor Portugis untuk menentuksn nasib sendiri,
kebebasﬁn den kemerdekasn politikaya, sesusi dengsn
ketentvan PBB.

b. Heminta Portugal membuat sctiap wvsaha untuk mencari
penvelesaian damsal diantara pemerintah dan partai-
partai yvang mewakili rakyal Timor Portugis.

c. Mengecam keras intervénsi militer Indonesia di Timor
Portugia.

d. Memninta Pemerintah Indonesia untuk menahan diri dari
pelanggaran yang lebih lanjut ferhadap integritas
Timor Portugls scects segera menarilk asnghkatan  bersen-
jata dari wilayah itu.

Res. MU PBB dni kemudisn diperkuat oleh Res. DK PBRB

tangpal 12 PDesember 1975 yang isinva jugs  wmenyesalkan
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intervensi militer Indonesia di Timeor Portugis dan
minta kepada Indonesia untuk segera menarik pasukannya
dari wilayah itu.

Pada tahun 1976 beberapa negara kulit hitam
Afrika yaitu kelima bekas jaiahan Portugal dan beberapa
negara Afrika lainnya yang baru memperoleh kemerdekaan-
nya, kembali meminta supaya masalah Timor Timur dibica-
rakan MUY PBR. Sebagai hasilnya MU FER kembali mengeluar-
kan suatu resolusi yaitu Res. MU PBR No. 31/53 vang
antara lain menentukan bahwa masalah Timer Timur akan
dibicarakan dalam sidang-sidang wmum yang akan datang
sebagai mata acara tersendiri vyaitu "masalah Timor
Timur".

Kemudian atas desakan Mozambigue dan negara-
negara kulit hitam lainnya, masalah Timor Timur dican-—
tumkan kembali dalam agenda PBE tabhun 1977 dan 1978.
Dengan perbandingan suara 67 menentang Indonesia, 26
mendukung, 48 anstein dan 7 absen pada tahun 1977, MU
PER kembali mengeluarkan Res. yang isinya sama dengan
resolusi-resolusi terdahulunya. Pada tahun 1978, sebuah
resolusi  dikeluarkan lagi dengan perbandingan suara 859
menentang Indonesia, 31 mendukung, 45 abstein dan 14
absen. Walaupun jumlaly negara yang mendukung Indonesia
meningkat, dilihat secara keseluruhan jumlah svara vyang

mendukung Indone=ia masih sedikit.
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Yarena kuatnya dukungan terhadap negara sponsor
resolusi, Sidang Umum PBB tahun 1979 kembali membahas
masalah Timar Timur dan mengadakan pemungutan cdengan
hasil menentang sebanyak 62, 31 mendukung Indonesia, 45
abstein, dan 13 absen. Negara-negara bekas jajaban
Portugal yang mendapat dukungan dari banyak negara pada
wak tu 1tu, berhasil ‘mencantumkan kembali dan
mempertahankan masalah Timor Timur dalam agenda Sidang
Umum PBB tahun 1980 dan 1981. Pada tahun 1982 Indonesia
kembali mempertahankan posisinya di PBB terhadap tuduhan
beherapa negara - anggata bahwa Indanesia telah
menganeksasi Timor Timur tanpa memberikan kesempatan
kepada rakyat di wilayah itu untuk menentukan masa
depannya secara bebas. Dan sejak tahun 1983 sampai
sekarang, masalah Timor Timur tidak dibahas lagi di
dalam sidang-sidang PBEB untuk memberikan kesempatan
kepada kedua belah pibhak (Indonesia dan Portugal) agar
menyelesaikan masalabh Timor Timur secara perundingan
diawah prakarsa Sekretaris Jendral peB, 22

Dari uraian di atas, dapat dilihat betapa kuat-
nya negara—-negara ﬁekas jajahan Portugal den pendukung-
pendukungnya dalam memperiuvangkan masalah Timor Timur di
forum Internasional (PER}, sehingga menyebabkan Lkesuli-

e e . = . o . A o T e T Ty % WP b AP o . At Yo oy 7 e e et (o g . S b . b b B P v B e o Py A . s e

“Rantarto Banderc, vp.git., h. %74,
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tan dalam perjuangan Indonesia uvntuk menghapus masalak
Timor Timur dari agenda PBB, walaupun dari hasil pemung-
‘'utan suara di PBB sampail tahun 1887 Indonesia wmempercleh
tambahan suars vang cukup besar.

Regara-negara yang tergolong dalém “the anti-
self-detervination” adalah kelima anggota ASEAR, keban-
yakan negar&~negaré Islam seperti Pakistan,  Bsngladesh,
negara-negara Timur Tengah (Arab Saondi, Irag, Jordania,
dll.), Qatar, FParaguay, Tunisia, Turki, Uruguay, dan
lainnya. Mereka ini mendukung Indonesia di forum P3B
dengan méngatskan bahwa hak menentukan nasib sendiri
bagi.rakyat Timor Timur telahk dilskukan pada tahun 1976.
Dengan demikian berarti negara-negara ini telah mengakui
Timor Timur sebagail bagian tak tgrpisahkan dari Republik
Indoneéia. Termasuk juga dalam katergori ini Jepang vang
nerupakan mitra dagang Indonesia yang terbesar di dunia.

Amerika Serikat dan Australia merupakan negars-
negara vang mengakui bahwa suastu "act of self-
determination” belun dilakoekan di Timor Timur, namun
karensa kepentingan strategi, ekonomi dan pilitik, mereksa
tidek segan untuk mengakui integrasi Timor Timur. Penga-
kuan Pemerintah Australia atas integrasi Timor Timur
dincapkan olelh PFerdana Menteri Bob Hawke pada saast
kunjungesn ke Jekarta tahun 1884, Belisu menpgatakan

.

sceeacys  tegas bauhwa Pemerintob Austrulia mengakuyl Timor
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Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia; dan pendu-
duk Timor Timur adalah juga penduduk Indonesia.
Konkretisasi pengakuan tersebut tercermin dari Perjanji-
an Bilateral Celah Timor yang memungkinkan kedua negara
antuk mengadakan eksplorasi bersama minyak dan gas di
dasar lsut Timor.

| Ealau Pemerintah australia mengskui integrasi
"karena didorong oleh economic interest, Amerika adalah
karena alasan global strategy. Seperti dikatakan oleh

John Taylor bahwa:

For United States, the most important aspect was
strategic. The Ombai-Wetar straits had to be re-
tained at all cost. With the southward movement - of
the Soviet fleet enhanced by its sbility to obtain
basis in Indochina after the defeat of the US in
1975, it was vital that the American navy had maxi-~
nmum undected wmobility for its nuclear submarines
between the Indian and the Pacific Oceans. This
urgency was reinforced by the impending introduction
of new Law of the Sea agreements, which although
likely to establish Indonesian control over the
water of its archipelago, werw quiet 1likely to
include sagreed rights for underwater passage by a
foreidn power. This retention would depend, _rather
on the gooed-will of the Indonesian military. 3

Pengakuan Amerika Serikat terhadap integrasi Timor timur
bisa dilihat dari sikap Amerika Serikst wendukung Indo-
nesia disetisp perdebatan wengenai masalah Timor Tiwmur

e Y T——— Ay S Ay hh A Rt At . At L A A et dh - ——a AR = % RS v = —————— . — > —

2330hn G. Taylor, ludonesia’s Forpotten War;: The
Hidden  Hisitery of Eagt Timor, Zed books Ltd., London,
lnggris, 1981, h. 168. ‘
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di forum PBB. Disamping itu, pernyataan Jobn Holbridge,
Asisstant Secretary of State for East Pacifie Affairs,
delam suatu wawsncara dengen Congresumsn Solarz, jelas
nengganbarksn  penpgakoan Amerika Serikat atas integrasi
Timor Timur walaupun mercka mengskui bahwa suatu "sct of
celf-determination” yang valid belum diluakokan di Timor
Timpr. Beliau mengatakan @ “We sccepl the incoorporation
of East Timor 1nto Indonesin withlivut recognizing that s
valid act of self-determination has taken place

there".z4

Pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton
sekarang 1ini, sikap Pemerintah Ameriks Serikat agak
berbeda mengenai masalah Timor Timur. pda saat clinton
memenangkan pemilu tahun lalu, beliau mengatakan bahwa
pemerintahnya akan wmeninjau kewbali kebijaksanaannysa
techadap Indonesia berkensan dengan masalah Tinur
Timur.26 Begitu pula dengan pernyataan Wakil Presiden Al
Gore pada s=aat menghadiri upsacara penobatan tanda
jasa/binfang penghargaan tertinggi kewsrtowanan kepada
kedua wartawan Amerika Serikat yang mengalami luka-luka

24Carne1 Budiardjo dan Liem Soei Lioug, pop.
cit., h. 1L,

2945aran  Radio BBC Trgpris pertendahan  bulan
Desember 1992
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dalam kejadian 12 November 1891 di Dili. Beliau mengata-

kan bahwa Pemerintah Amerikg- Serikat tidak akan

pmentolerir lagi kekejaman dan kebrutalan Indonesia vyaug

diluar batas kewanusiaan terhadap rakyat Timor Timur.

Tindakan Indonesia ini akan sangat mempengarohi sikap

Amerika Serikat terhadap masslah Timor Timue 28

Disawping itn, Amerika Serikst merupakan negsra ulana

yang mendukung dikeluarkannya sebuah resolusi tentang

hak~-hak &azasi manusia pada bulan Haret 1893 di Genewa
. yang isinya mengecar keras pelanggaran hak azasi manusia

di Timor Timur oleb Pemerintah Indonesia.

Rerbeda dengan Australia dan Amerika Serikat,
negars-negara barat lainnya seperti Perancis, Jerman,
Belanda, Inggris dan lainnys lebih memilih sikap dism
atau abstein dalam wmasalah Timor Timur. Sikap ini
didorong oleh dua hal, yaitu:

(1) Pada dasarnya negara-negara ini berusaha untuk tetap
berhubungan baik dengan Portugal karena  baik
Portugal msupun negara-negars tersebut sama~sama
merupakan anggota ﬁéTO dan anggota MEE.

(2) Negara-negara ini ingin tetap berhubungan baik

dengan Indonesia.27

e R b o R i AR — TR A - A M A AL M LA M e e m wo - e v o — - ——— = ——

ZGSiaran Radio ABC Australia pertengahian Hei

27305¢ Ramos Horta, op.cit., h. 187.
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Dari vrajan di atas dapat. kita lihat bﬁhua pada
gnupnya sikap negara-negara terhadap masalash Timor Tiwmur
lebih dipengaruhi oleh aspek po]itikndari pada aspek
hokue. Hal ini sebagai konsekoensi dar) sikap  yang
berlaku umum bahwea masalah pengakusn mernpsaksn “{rec

act” yaitu suatu perbuatan bebas. Rurens merupaksn suatn
perbualan bebas, muka tergantung sepenvhnys puda negara
yang mempraktekkannya. Dan dalsm praktek biasanya

kepentingan nasional/dalam negeri merupakan pertimbangan

utara dalaw hal pemberian pengakuan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

a. Dengan ditolaknya integrasi Timor Timur ke dalam
Kedaulatan Republik Indonesia cleh PPB, akan mem—
pengaruhi st;tus hukum wilayah tersebut secara inter-
nasional. Namun, karena secara de facto Timor Timur
dikuasai oleh Indonesia secara effektif, diharapkan
untuk masa yang akan datang PBB akan merubah sikapnya
dengan mengakui integrasi Timar Timur, sehingga
status bhukum wilayah tersebut sebagai salah satu
propinsi Indonesia semakin kokoh/kuat.

bh. Praktek pengakuan cleh negara-negara lain terhadap
integrasi Timor Timur adalah berbeda-~beda. Ada negara
yang secara tegas mengakui integrasi seperti " Amerika
Serikat dan Australia, negara-negara ASEAN, dan
nenerapa negara non-blok (Movement on Non-Aligned
Countries). Disamping itu, ada negara-negara vyang
tidak memberikan pengakuan mereka secara tegas, yang
mana bisa ditafsirkan dalam dua pengertian. Yang
pertama bisa diartikan bahwa negara—negara tersebut
memberikan pengakuan terhbadap Kedaulatan RI  atas
wilayah Timor Timur, dan yang kedua bisa diartikan

bahwa negara-negara tersebut tidak memberikan penga-
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kuan mereka atas integrasi Timor Timur ke dalam

Kedaulatan Republik Indonesia.

Saran

Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk
lebih giat lagi memperiuangkan status Timor Timur di
Foram PBf, dalam arti untuk mencabut status Timor Timur
sebagai "The Non-Self-Governing—-Territory"” yanrg disusun
pada tahun 1962. Dengan dicabutnya masalah Timor Timur
dari agenda PBB, berarti masyarakat internasional telah
mengakui Tima? Timuwr sebagai bagian dari wilayah Indone-
sia. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meyakinkan
masyarakat internasional tentany keabsahan integrasi
tersebut adalah kemauwan seluruh atau sebagian besar

rakyat Timor Timur.
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RECORDED VOTE ON RESOLUTION 31/38 B

VES - ABSTAIN - NO

® A rhenistan Lo—
®A\llama e - - -~
@ \loeria e
® Ljinzed e

QArgeatine

Apstroha @ L
QA e me—
@lahiamas . _ . vee
@Behrain o
®Hancladesh o ——
@Batbados ..o

Leigiume B
@ Renin e ra—
OPhulan e e
®Pativia e -
@Dotswans ...

@#8Brazi} .
L J(NIY ¢ 3 T O
allurms . e

eliurundi . e
® Dueiorussian S8R .. -

faneds ®.. .-
elane Verdr .
@t eutral African Emp.—
ethad . . . —
Y Tt S —
othive . .- —_
elvlombia _. .i—ee

Limaning . e s
L L DRLY RRp -
@t e Rica..... .
..i:.llrl ..;__. -
QCAPrUs -
@ rechosineakin om.-a

emavratie Kampuchea
@Temorratie Yemen e
[ RAXEY 11—

fES - ABSTAIN . NO
Bohouli  — o
Dominican®Republic.
Vevedor —_
Ofeypt .
Kl Selvedor__________
Equaterial Cuinea .__
@ Fihiopie _
Y A T
®Finland . .. ..
Fravee B
Cebon _ A
QCambia . .
@.German Dere, Rep. .
Lermany, Bed. Rep.
Chenn (o
0 Creect o
QCrenada ..
& Guetemele .. _ ..
QCuines o
@.Cuinca-Bismay .. .

®Cuvens . . ... _.
Mt
& Honduene .o . _

®Hungery . ...
®lceland ... _____

&lndia . __ . __

¢ Indonesis . .. ..
edean .
alraq e
®lreland - ...
dsrael L. R __ .
tely W
®lvory Coamt . __
®)amaics . _
®Japen .
@Jorden , . _ . __.

®Keavn oo ..

33739, Question of East Timoc

13 pecenber 1978
S9-31~44 {recorded)

The Geperal Assembly,

" @Mergico ...

1S ABSTAIN . Ko
aKuwsit . .__ ..
®La0 Peoples Dem. Rep. .
®l.cbanon _
®lewthe . .. . .
Oliberin el _
@Libyvan Arab lamahinva
Laxembove® ...
O Madagascar

Milaw: _. @ .
®Malaysin .. ..
@MeMives ..
OMali ... o ..
Maite ...
®Mavsitanin
®Mauritiug

- -

- ——

———

®Mangolin o......
aMorocor L. . Lol o
eMozamhique . ...
oNepst .
Netheriand®
New 2raiard
@ Nicarapua ..
oNiger . . ... . .
®Nigeria ... o
QXowa.\'
@ 0inan .
alekistan
oPanama ...
8fapya New Guines

Larapuar ... __ _
OPeyll _ SN Wiy
®Fhilipping ... ...
QPoland .. .
®Portugal _ . _.
®Qutar . ... L.
®.Romenia

— . ——

HKeeting: 81
Report: A/33/455

YES . ABSTAIN - NO
eRwanda . .
®amma
#3230 Tume and Principe.
®Seudi Arebia .
®Scnegsl . ...
Sevehelles L Ll
@Sierre Leone .. ...
®Singapore _.

Svlumon lsland.

Somalin .. ¥ __.

Seuth Africa . .

- @Spain L. s

®5ri Lanke __ .
®Sudan .. ...
®uriname . . ..
OSwasiland .
@Sweden o
@Syrian Arab Republie
@Thailand .. -
oTopo o ... . ..
#Trinided and Tobapo.
@Tunirin
& Turkey
oUgindn . . . .
@(krainisn SSRB  . _
@USSR . . . -
o lnited Arah Frmirsiea
.United Kinglom
®Un, Rep. of Cameroon,
@Un, Rep. of Tanzania
United Stten . .
®Upper Yolu ... ..
olruguay . . ...
@Venezuels .. ..,
oViel Nam . .,
@Yemen ____ __ . _
®Yugoslavia __ ...
®Zaire _ .
OZambia _ ... . _

Recognizing the inalienable right of all peoples to self-~determination and
independence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations
and of “the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and
Peoples, contained in its resolution 151k (XV) of 14 Decemder 1960,

Recalling ita resolutions 385 (XXX) of 12 December 1975, 31/53 of

1 December 1676 and 32/3% of 2B November 1977 and Security Couneil resolutions
38k (1975) of 22 December 1975 and 389 (1976) of 22 April 1976,

r——————

*+ Later advised the Secretariat it had Intended to vote in favour.
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Flaving examined the chapter of the report of the Special Committee un.the
Sjtustion vith regard to the Implementation of the Declaration on the Cranting of
Independence to Colonial Countries and Peoples relating to the Territory, 207

Having heard the statements made on the subject of East Timor, including the
statement by the representative of the Frente Revalucionfria de Timor Leste
Independente, 51/

Deeply concerned at the eontinuing eriticel situ:tion in the Territory,
resulting from the persistent refusa) on the part of the Govermment of Indonesia
to cotply with the provisions of the velevant resolutions of the Ceneral Assewbly
-and the Security Counecil,

Bearing in mind the pert of the Declaration of the Conference of liinistera
for Foreign Affairs of Hon-Aligned Countries, held at Belgrade from
25 to 30 July 1978, relating to Fast Timor,

tiindful thet ell States should, in eonformity with Article 2, parsgreph &, of

the Cherter, refrein in their international relations from the threat or use of
force ageinst the territorial integrity or national independence of any State,
or in any other manpey inconsistent sfith the purpose of the United Pations,

1. Reeffirms the inalienable right of the pecple of Last Timor to self-
deternination and independence, and the legitimacy of their struggle to achieve
that right:

2. Reaffirms its resolutions 3485 (XXX), 31/53 sna 32/3b ana Security
gouncil resolutions 384 (1975) and 389 (1976);

3. Recuests the Special Cormittee on the Situation vith regard to the
Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to €oloniel
Countries and Pecples to keep the situation in the Territory under active
consideration, to follow the implementation of the present resolution, to dispatech
to the Territory as soon es possible a visiting mission with s view to the full
and speedy implementation of the Declaratian aed to repert thereon to the General
Asgembly at its thirty-fourth session;

L. Drevs the sttention of the Security Council, in conformity witk
Article 11, pasragraph 3, of the Cherter of the United Jlations,-to the critical
situation in the Territory of East Timor end recommends that it teke ell effective
gteps for the implementation of its resolutions 384 (1975) end 389 {1976) with e
view to securing the full exercise by the people of fast Timor of their richt to
pelf~determination and independence; 4

5. Decides to include in the agenda of {ts thirty-fourth session the item
entitled "Question of Fast Timor".

" S0/ A/33/23/Kdd.3, chap. X.

51/ A/C.4/33/SR.21, paras. 10-27.
52/ A/33/206, annex T, pars. 133,
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Resolutions sdopted on the geports of the Pourth Comittee s
RECORDEZD VOTE OW RESOLUTION 33/39¢ ,
. ABSTAIN - NO YES . ABSTAIN - NO YES - ABSTAIN - NO YIS . ARSTAR - HO
YEjs'.m Djivouts e Kuwait g . Hrvendy
- \lbanis - Dominican@Republic._ Lo PeoplegDen. Rep.- Sumor— .
aAgerie — ~Ecuadar Jdsbanen g - - ¢S5 Tome and Prisdpe

@ Anenla ——
Argenling @e————
Australis e
Apsing e
Siahamas .. . . . —
MR Te P Emm————
Bangladesh e o — W
@Narbadot ——ceie—
Lelgium B
QFeair [P
Bhutan e ——
Balivia — @ — —
abBotswond - e e
ahat) e —
alulpatia —oeeme
Mot otBe oo
8 Svrundi
@D slorussian SSR —
Cradh R —
@ Cogpe Verdt e —
@C-pt-1) African Emp—
oChad v - ———_—
Nl e
o Chim ————
Colombin e o

[ Y. 1Y . L E———

0Congn o er—
Conta Rithm oo
Ol e e
SEVPILN i oo
#Crecbodlovakis cae .
[ muw ratic Kampuchee.
N macratic Yernen e
Nenmark M e

Egpt — ————»
E Sivadm .,
—Equatoria} Guines —.
o Ethiopin o _
Jipoo el
Finland B
France S
Gabon — 8. _
&_Gambia
@ Cerman Dem. Rep. .
Cermany, Bed, Rep.
Chane e
0Creece —
&Creneds
~Cuttermels ______ &
& Guines
®.Cuinea-Bissav ____
QCuyana
@ Haity
Hondurae ® . .
Q Hungary
Jeeland :

N {7 TR —— |
Jindonesia ... @
I [T S —
7Y [RSEE—
Adreland _A

P00 1 Y S——
duly &
Avory Coamtp .,
& Jemaica —

U FY.1 T R —
Jorden et e @
@ Kenva,

PR

alexbo
eliberia .
-Libvan Arab Jamabiriva
Luzembourg
aMedagarcar
aMaawi o . ..
Malaysis o ... @
Maldives o e D
eMalh
Made
Muuriania . L L_ 8
®Mavritiue . . ..o
@Merico

- ——

‘Mongobia .

Morocow .e oo = B
@\lowambique . .—.
Nepdd @ __.
Netheddand® . . ... _.
New Zealar® ..
Nijrages ... _ @&
SNight e . .
Nigeris 0. .
Norway @ , N
Omwe L - ..®
Pakistan & .. ...
Prowma o oL
Papua New Guinea .8
Sy e
Perw 4
JPhilippins .. @
.Pallnd —t b et ——
QPortugd . __ .. .
Qater .. . . . ®

Rowanie _ .- __

Saudi Andle ____ @
oSenegel
Sevchelles 8.
@Sierre Leone .
Singaport o .. ®
Sedomun [apds ..o
Somata %,
South Alries o .
Spain AL L
Stilanks &, ..
Suden B ..
Sutingme o @
&Swaxiland .
@Swedes o
Syrisn Anzb Republic @
CThailand ... — @
@Togo
®Trinidad and Tobege-.
Tunisia

STurkey .. S
SUginds —
®Ukrainies SSR . _
QUSSR ..

-United Arslb Emirstea
.Unimed Kingomn ..
®Un. Rep. of Cameroon_
#Un. Rep. of Tanzanja .o
Lnited States .. @
oUpper Volu .
Lruguey (L. - .8
Neneryela B,
WViet Nam L L.
Semen — ... —.
Nugmlevis @, L,
T e e @

‘?.llhhil ———

33/40, Activities of foreiqn economic and other interests which are ivpeding the

implementation of the Declaration on the Granting of Indepeandence to Colonlal

Countrics and Peoples in Southern Rhodecia and Namibia and in all other

Territories under colonial domination and efforts to eliminate colonialism,

apartheid and raclal discrimination in scuthern Africa

13 December 1978
Bl-14-34 (recorded)

The General Assembly,

Meeting: 82
Reporte A/33/408

Heving considered the item cntitled "Activities of foreisn econemic and other
intercsts vhich are impedinz the implepentation of the Declaration on the Granting
of Independence to Colenial Countries and Peoples in Southern Bhodesin and Nemibia
and in all other Territories under colonial domination and efforts to eliminote

coloninlism, apartheid and racial discrimination in southern Africa™,

RS

*« Later advised the Secretaciat it had intended to abstain,
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31/53. Question of Timor

bate: 1 December 1976 Meeting: B89
Vote: 68-20-49 (recorded) Reportt A/31/3R

The Ceneral Assembly,

Recognizing the inalienable right of all peoples to self-determination and
independence in accordance with the principles of the Charter of the United Natione
and of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and
Peoples, contained in its resolution 1514 (XV) of 1k December 1960,

Recalling its resolution 3485 (XXX) of 12 December 1975 and Becurity Council
resolutions 33'1 (2975) of 22 December 1975 and 389 (1976) of 22 April 1976,

Having examined the chapter r¢ the report of the Special Committee on the
Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Greating of
Ingependence to Colonial Cowntries and Peoples relsting to the Territory,111/

Bearing in mind that part of the Political Declaration adopted by the Fifth
Conference of Heads of State or Government of Ror-Aligned Countries, held at Colombo
from 16 to 19 August 1976, relsting to the question of Eest Timor, 112/

Having heard the statement of the representative of Portugal, ns/

Having also heard the statement of the mpreientative ot: the Frente
Revoluciontria de Timor Leste Independente, 114/

Mindful that ell States should, in conformity with Article 2 » Parograph L, of
the Charter of the United Nations, refrain in their international relations m;m
the threat or use of force ageinat the territorial integrity or national
independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes
of the United HWetions,

Deeply concerned at the critical situation resulting from the militaxy
intervention of the armed forces of Indonesia in Fast Timor, i

1. Reaffirms the inalicnable right of the people of East Timor to
self-determination and independence and the legitipacy of their struggle to
achieve that right;

2. Reaffirms its resolution 3485 (XXX) and Security Council resoluti
38L (1975) and 389 (1976); pood

3, Affirms the principles stated in that pert of the Political Declaration
adopted by the Fifth Conference of Heads of State or Government of Ron-Aligned
Countries relating to the questicn of East Timor;

ke Strongly deplores the persistent refusal of the Covernment of Indonesia
to comply with the provisions of Ceneral Assembly resolution 3uBS {X0X) ana
Security Council resolutions 384 {1975) end 383 (1976);

5.  Rejects the cleim that East Timor has been integrated into Indonesia,’

inasnuch as the pecople of the Territory have not been able to exercise freely their
right to self-determination and independence;

6, Calls upon the Government of Indoneeia to vithdrav all its forces
from the Territory;

11/ A/31/23/rd0.6, chep. XII,
M2/ A/31/197, annex I, para, 36.
113/ afe.L/3)/8R.23, parss, 1-5,
14/ Tvid,, paras, 7-23.
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T. Dravs the sttention of the Security Council, in conformity with

Article 11, paragraph 3, of the Charter of the United Natjons, to the critical
situation in the Territory of East Timor and recommends that it should take all
effective ateps for the iomediate implementation of its resolutions 384 (1975) and
389 {1976) vith a view to securing the full exercise by the people of East Timor
of their right to self-determination end independence;

8. Requeats the Special Committee on the Situation with regard to the
Implecentation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial
Countries and Proples to keep the situation in the Territory under active
consideration, to follow the implementation of the present resolution, to diapatch
to the Territory as eoon as possible a visiting mission with a viev to the full
and speedy implementation of the Declaration and to report to the General Assembly
at ite thirty-second session.

9., Decides to include in the provisional agends of its’ thirty-second session

an item entitled "Question of East Timor',

RECORIED VOTE ON RESOLUTION 31/53:

YES - ABSTAIN - NO
..Mg}lluidm '
o _Mhanid e e——
O Algesiz
—Augila
SArgentingd
Australis Qe
U, U717 . IN—
ahomas O
Db e
.Danntadesh . Q
0_Dashados
Delziun O
o Benin
Bletan O
Nolivia & ——
O Dotswatld e
o J H 01| [N ——
O Dulparic. o
-Bumne . —
O . Burundl
O _Nyclorussian 55k —
_Conada 2
0 Cape Verde
O _Central African Rep—
O {Iad
Ghile e —— 8
Q _China
A _Colombia
~Lommros
o _Congo
Loata TH
0. Cubs .
O _Uyprus
0..Crochoslovakit mm
O _Democratie Kamprehea.
O _Damocratie Yemen

DenmarkQee——

e

® later advised the Secretariat it had iotended to vote in favour,

YES - ABSTAIN - NO
—Dominico Republie_..
©.Scuadar
Eopmone
~E1 Salvadnr,
6. Equatorial Cuinca
0 _Ethiopia
SR
Fnland A
Framee N
&_Gabon —
0 .Gambis
O _German Dem. Rep, —
~Gormeny £Fed. Mep. —
& _Ghann
O CGreepe —
O Grenada _**
~Gustemal
O, Guinea
O _Cuinca-Bissan
©_Guyana .
Hait] YA Barflh |
dlonduraey
A _({ungary
O _leeland
lodia A
Indanesia A
Sltan LA
P [ 21, R, T
dreand A
e
dwly 6
a ._Ivnry Comst .
0 Jemaica
Hapan N
Jordan 0
@ _Kenga

YES - ABSTAIN - NO
Kuweait o
©-Lea Peopies Dem. Rep.—
Jdebanon O
O _Lesothn
o Liherin _
Libyan Arab Republic -
Laxemhmes
o Malnperear
O Mnlawi .
Melaypa o o
MMaklives o
oMl
Maha .
Mogritonia o o
O Mavritine
e Moxico -
€ Mongedin
Mogoren
A Mozombique —
MNepal L
=Netherlnnfh
New Septe™d
~Niearagon 0
Niger
Nigerin
e_FMon-ay
Omaw
Jakiston
C_Panamn
=Papva Neoy Guines
Jarapesve
e o
TPhilippines
N Poland | __ —e e
© _Portnpal
—Qatar O

e» Jater advised the Secreteriat they had imtended to sbataip,

SKRIPSI

STATUS TIMOR TIMUR ...

YES - APETARt. N
o-fomzmia __.__ _..
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Y S
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Strlap £~

- ol aan
Loram _ L~
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2Spdlan

=Ferian Ae S Poaddtie

Stheilew) L _ L. e
CToen .
C_Frinidsa pnd Todarn

~Tumisin L0

~durbey

C. \lganda ..
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SUinfed A0 Fridiane |

Saited (U0 L
€ M, Brn of Crineeimn
Colln, Pra, of Freveannin ||

United Stme-e 0
€_Upnez Velm

i L

Venemeely
Yemen L L
SYogestevi€® L
aire € .
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Resolution 384(1975), as proposed following consultations
among Council members, $/11915, adopted unanimously
by Councit on 22 December 1875, mestling 1869.

The Security Cowncil,

Having noted the conlenis ol the fettor of the Perma-
nent Represenlalive of Portugal {$/11899),

. Maving hesrd tho siatements of lhe representatives of
Portugal and Indonesis,

Having heard iepresentalives of the people of East
Timor,

Recognizing the inatienable right of lhe people of Easl .
Timor 1o self-determination and independence in accord- '
ance with the oprinciples of the Charter o) the United
Nations and the Declaration on the Granling of Inde-
pendence to Colonial Countries and Peoples, conlained
in General Assembly resolution 1514(XV) ol 14 December
1960,

Noting that General Assembly resolulion 3485{XXX} of
12 December 1975, inter atia, requested the Special Com-
mittee on the Situation with regard 1o (he Implementa-
lion of Ihe Declaration on the Granting ¢f Independence
to Colonial Countries and Peoples 10 send a fact-finding
mission {0 East Timor,

Gravely concerned al the deterioration ol the situstion
in East Timor,

Gravely concerned als¢ al ihe loss of life and con-
scious of the urgent need to avoid lurther bloodshed in
€asl Timor,

Deploring the intervenlion of the armed forces of
lndonesua In Eas! Tlmor,

Regretting thal the Government of Portugal did not
discharge fully its responsibilities as administering Power
in the Territory under Chapter XI ol the Charler,

1. Calls upon all Slales to respecl the lerritorial in-
tegrity of East Timar as well as the inalienable right of ils
people to seli-delermination in accordance wilh General
Assembly resolution 1514(XVj):

2. Calls upon the Government ol Indonesia to with.
draw without delay all its forces from the Terrilory;

3. Calls upon the Government of Portugal as agd-

ministering Pawer ta co-operale fully with the United
Nations so as lo enable the people of East Timor 10
exnerciso {reely their righl to sell-determination;
- 4, Urges all States and other parlles concerned to
co-operale {ully with the efforts of the United Nations to
achieve a peaceiul solution 1o the existing silvation and
1o Iacilitate the decolonization ¢l the Tarrilory;

5. Requests the Secrelary-General to send urgently a
special rapresentative 1o East Timor for the purpose of
making an on-the-spot assessment ol the exisling sitva-
tion and of establishing contact with all the parties in
Ihe Territory and ail States concerned in order to ensute
the implementation of the presenl resolulion;

6. Further requests the Secrelary-General to follow
the implemeniation of the present resolution and, teking
into account the reporl of ‘his special representative, to
submit recommendations to the Security Council as soon
as possible:

7. Decides 10 remain seized of the situation,

§$711922, Leller of 24 December 1975 from Poriugal,

S$/11523 (R/31/42}). Leller of 22 Deccmber 1975 from
Indonesia {transmiiting Declaration on Establishment
ol Provisional Government ol Territory ol East Timor,
dong at Dili, 17 Oecember 1978). g
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secufity Councll mestings (12-22 Aprll 1976)
Secunity Counci, mactings 1908-1915,

$712011. Repont of Sqcretary-Genoral daled 12 March 1976 in
pursuance o Secunty Ceuncit resolution 384({1975),

$/120437. Lotter of 9 April trom Indonesia (request 10 extand invita.
tions 10 address Council).

$712045. Lonter of 10 April trom Guinea-Bissau (request to axtend
invitalion to address Coungil).

S/12047. Letter of 12 April from Mozambique (request to axtand
invitation 10 address Council)

$/12049. Letter of 12 April from indonesia (request 10 extend
invitation 10 address Council).

$712056. Guyana. Panama, United Rapublic of Tanzania: draft
16SCIulion. .

§/12057. Japan: amendment 10 3-power drafl rasolulion,
5712056,

Resolution 389({1976), as proposed by 3 powers, S/12056,
adopted by Security Council on 22 April 1976, meeting 1914, by
12 votes 10 0, wilh 2 abstentions {Japan, United States) (Bemn
did not participate in voling).

The Security Counce,

Recaling us resolution 384{1975) of 22 December 1975,

Having considered the report of the Secretary-General of
12 March 19726,

Having heard the stalements of (he representatives of
Portugal and Indonesia,

Having heard the statements of representalives of the
pacple of East Timor,

Realfirming the inalisnable righ of the people of Easl Timor
to seli-determination and mdependence in accordance w;lh the

principles of the Charler of the -United Nations and the
Daclaration on lhe Granting of Independence 10 Colonfal
Countries and Pgoples, contained it Genaral Assembly rasolu-
tion 1514(XV} of 14 December 1960,

Belisving that all afforts should be made {0 create conditions
that will enable the peopls of East Timor to exercise freely
their right to self-determination,

Noling that the question of East Timor is before the General
Assembly,

Conscious of tha urgent need to bring to an end the
continusd situation of tension in East Timor,

Taking note ol the statement by the represenlative of
Indonesia,

1. Calis uvpon ali States to respect the territorial integrity
of East Timor, as well as the inafisnable night of s people
to seli-determination in accordance with Genaral Assembly
rosolution 1514(XV);

2. Calls vpon the Government of Indonesia 1o withdraw
withoul further delay all Its forces from the Territory;

3. Requests the Secretary-General to have his Special
Represantative continue tha assignment entrusted to him under
paragraph 5 of Security Council resolution 384{t975) and
pursus consultations with the parties concemned.

4, Furthor requests the Secretary-General to follow the
implementation of the presant resolution and submit a repont
to the Socurity Council as soon as possible;

5. Calls upon all Statas and other partiss concemed to
co-oporate fully with the United Nations 1o achieve a peacshul
solution to the existing situation and to facilitate the docaloni-
zalion of the Territory;

6. Dooidss to remain seized of he situation.

S/INF/32. Resolutions and dacisions of Security Coundl, 1876.

Decision, p. 18.
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8. Requesta the Speclal Committee to continue to diacharge the functions entruated to
it under General Asaembly resolution 197% (XxvIII|, {n accordance with estublished procedures,
snd to report thereon to the Asgendbly st its thirty-eighth seseion,

RECORDED VOTZ ON RESOLUTION 37/29;

In Favouz: Afghanistan, Albanie, Alj=cla, Angola, Antigun wnd Barbuds, Argentinma,
Mntralls, Austris, Bahamas, Bahreir, Bsnglmdesh, Barbados, Balgium, Belize, Banin,
shutsn, Bolivia, Botswana, Brazil, B:lgacia, Burma, Burundi, Byelorusaia, Canada, Cape
Verde, Central African Republic, Che?, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rlca, Cuba,
Cyprus, Crechonlovakla, Democratlc Fasmpuches, Democratic Yemen, Denmark, Djlbout{,
pDosinlcan Republic, Zcuador, Zgypt, 21 Salvador, Zthiopia, PLi{, P{nland, Gaban, Cambia,
German Democratic Republic, Pederal 2¢public of Germany, Ghans, Greece, Grenada,
Guatemala, Guinea, Guines-Bisaau, G.rsns, Haltl, Honduras, Fungary, Jceland, India,
Indonesia, Izan, Iraq, Ireland, Imzael, Italy, Ivory Coast, Jamalca, Japen, Jordan,
Kenya, Kuwait, Lao People's Democrut:s Republlic, lebanon, Lesotho, Liberia, Libya,
Loxenbourg, Xadagascar, Malawi, Xalazein, Maldives, Mali, Nalpa, Ravritania, Nsuritlus,
Mexico, Mangolia, Morocco, Mozambig.e, Nepal, Netherlands, New Zealand, Ricaragua,
Nigec, Nigeria, Norway, Oman, Pakleia<, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru,
Phllippines, Poland, Fortugal, Qatar, Romanis, Rwands, Samoa, Sao Tome and Princlpe,
Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, tierra Leone, Singapore, Solomon Islande, Somalia,
Spain, Sri Lanka, Suden, Suriname, Svszilend, Sweden, Syria, Thailand, Togo, Trinidad

" and Tobago, Tunisia, Turkey, Ugenda, Tkrsine, USSR, United Arab Emirates, United
Republic of Cameroon, United Republi: of Tanzenis, Upper Voltea, Uruguay, Vanustu,
venezuela, Viet Nam, Yemen, Yugcslavia, Zaire, Zambia, Eimbabwe.

bqainst: Yone.
Abstainingt PFrance, Onited Kingdom, Tnlted States.

Abaentr Comoroe, Dominles, Pquatorianl Guines, Saint tacie, Ssint Vincent.

311/30, Question of Zaat Timar

Dater 23 November 1982 Heetinge 77
Vate: 50~46-50 (recorded} Reparte A7/37/621

The Ceneral Amsembly,

Recognizing the innlienable cight of all peoples to self-determination and independence
in accordance with the principlea of the Tuarter of the United Nations, the Declaration on
the Granting of Independence to Coloninl Ciuntzies and Peoples, conteained in its resolution
1514 XV} of 14 December 1960, and other :elevant United Mations resclutions,

Raving examined the chapter of the rezoct of the Special Committee on the Situatioa with
vegard to the Implementation of the Declareticn on the Granting of Independence to Coloniel
Countries and Peoplea relating to Esat Tincz 31/ and other relevant documents,

Taking note of the report of the Secrelsry-General on the queation of Zast Timor, 34/

Taking note of reeolution 1982720 adizzed by the Sub=Comminsion on Preventjon of
Discrinmination and Pcatection of Minorities on 8 September 1962, 35/
il
“Y flaving heard the statement of the rerresentative of Portugal, 36/ sa the administering
Power,

Raving heard the atatement of the rez:eeentative of Indonesia, 37/

:

33/ A/37/21 (Part V), chap. ¥y to be {saved s:tzequently as part of Officisl Recorda of the
Ganers) Assembly, Thirty-seventh Seaslion, £.-olement Mo, 23 (A/37/23/Rev.l).

/A8,

15/ See P/CN.4/1983/4-R/CN.4/Sub,2/1382/43.

38/ Bee A/CA/IV/SRIL,

32/ Sen A/C.4/37/5R.23,
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[
Msving heacd the statements of the repregentative of the Frente Revoluclonéria de Timor
teste Independente 18/ and of varlous petitioners, as well as of the cepresentatives of
pon~qovernmental organizations, 3%/

Bearing in mind that Portugal, the administering Power, has stated ite full and soleamn
commitment to uphold the right of the people of East Timor to self—determination and
independence,

Bearing {n mind also {ts resolutiona 3485 (XXX} of 12 December 1975, 31/5) of 1 December

1976, 32734 of 28 Movember 1977, 33/39 of 1) December 1578, 34/40 o€ 21 November 1979, 35/27
of 11 Kovember 1980 and 36/50 of 24 November 1981, -

Concerned at the humapitacian situstion prevailing in the Tercitory and belleving that
211 efforte should be made by the international community to fmprove the living conditions of
the people of Bast Timor and to guarantee to thase pecple the effective enjoyment of thelr
fundamental human rights,

1. Requests the Seccetary-Genersl to initiate consultations with all parties directly
concerned, with a view to exploring avenues far achieving a comprehensive settlement of the
probles and to ceport thereon to the Genecal Aasgembly at ita thirty-eighth session;

2. Recquests the Special Comzmittee on the Situatlon with regard to the Implemgntation
of the Declaration on the Granting of Independence to Colonlal Countzies and Peoples to keep
the situvation in the Tecritory under active consideration and to cender all assistance to the
Secretary-General with a view to facilitating the {mplementation of the present resolution;

1 Calls upon all apecislized agenciee and other organizations of the United Nations
eygtea, in particulac the World Pood Programme, the United Wations Children's Pund and the
oftice of the United Nations Righ Comminmsloner for Refugees, immediately to assist, within
thelr respective fields of competence, the people of East Timoc, in close consultation with
Portugal, as the ad-lnilterinq Pover)

4, Decides to include in the provielonsl agenda of itm thirty-eighth session the {tes
entitled "Cuestion of Bast 7imac”,

RECORDED VOTE OB RESOLUTION 37/30:

In favour: Afghanistan, Albanfa, Algeria, Angole, Barbados, Belire, Benin, Brazil,
Bugundi, Byelorusela, Cape Verde, China, Conga, Quba, Cyprus, Democcatic Yemen,
Bthiopia, Ghana, Greece, Grenada, Guinea-Bisssu, Guyana, fceland, Iceland, Xenya, Lac
People’s Nemocratic Repudlic, lLesotho, Madagascar, Malawil, Malil, Hauritius, Mexico,
Horambique, Nicaragua, Poartugal, Rwands, Sa0 Tome and Principe, Seychelles, Sierra’
Leone, Swaziland, Toga, Trinldad and Tobage, Uganda, Ukraine, USSR, United Republic of
Tanzania, vanuatu, Viet Nam, Zambja, Zimbabwe.

afnsty Antiqua and Rarbuda, Argentina, Ahustralia, Bahrain, Bangladesh, Canada, Chad,
Chile, Democratic Kampuchea, Egypt, €1 Salvador, P{ji, Ganbla, Guatemala, Sonduras,
India, Indonesis, Iraq, Japan, Jordan, Kuwait, Liberia, Malaysia, Haldjives, Morocco, MNew
Zealand, Oman, Pakistan, Papua Nev Guinea, Paraguay, Philippines, Qatar, Saint tucla,
Saudi Arabia, Singapore, Solomon Islands, Suden, Sucinsme, Syria, maihnd. Tunieia,
‘Nrkey, United Arab Em{rates, United Statesn, Uruguay, Yemen,

Abstaining: Austria, Bahamae¢, Belgium, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burma, Central
Afgican Republic, Colombia, Costa Rica, Czechoslovakia, Deamark, Dosinica, Doninlcan
Republic, Ecuador, Finland, France, Gabon, Pederal Republic of Gemany, Guinea, Haitj,
Runqary, Isrsel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Lebsnon, Luxembaurg, Mauritania, Nepal,
Netherlands, Niger, Nigecla, Morway, Fanams, Peru, Poland, Romsnia, Samoa, Senegal,
Somalia, Spain, Sri Lanka, Sweden, United Kingdom, United Republic of Camecoon, Upper
Volta, Venezuels, Yugoalavis, 2aire.

Ahsent: Bulgacia, Comoros®, Djiboutl, Equatorial Guinea, German Democratic Republie,
Ican, Libya, Halta, Mongolisa, Saint Vincent*.

later advised the Secretariat {t had intended to vote agaipst.

38/ bee M/C.4/37/5R.15-11.
28/ See A/C.4/3T/SR.15-1A.
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392 Resolutions idopted on the ceports of the Fourth Committee
36/50 . guestion of East Timor

Date: 24 November 1981 Heetings 70

Votey 54-42-¢6 (recorded) Reports MN/36/679

The Genoral Assembly,

Reconizing the inallensble right of a1l peoples to self-determination and independence
in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and of the Declaration
on the Granting of Independence to Colonlal Countries and Peoples, contained in fts
resolution 1514 (X¥) of 14 December 1560,

Bearing in mind that the Pifth 15/ and sixth 16/ Conferences of Heads of State or
Governnent of Non-Aligned Countries, held at Colombo and Havana, in 1976 and 197§,

respectively, reafffrmed the right of the people of East Timor to self-determination and
independence,

Havinm examined the chapter of the report of the Special Committee on the Situatlon with
regard to the Implementation of the Declaration on the Grantimg of Independence to Colonjal
Countries and Peoples reletim to Eact Timor 17/ and other relevant documents, 18/

Deeply concerned at the sufferimy of the people of East Timor ahd at reports of the
criticsl sitvation resultim from the new outbreak of famine in the Tezritory,

Taking_note of the report of the Sec. etary-General on the question of East Timor, 13/

Recallim the communiqué of the Council of Ministers of Portuyjal, iseued on 12 September
1980, 20/ in which the administerimy Power pledged to undertake broad initjatives with a view
o ensuring the full and speedy decolonization of East Timor,

favinm heard the statement of the representative of Portigal, as the administerim
Power, 2_1/

Having heard the statements of the cepresentative of the Frente Revoluciondria de Timor

Leste Independente, 22/ the liberation movement of East Timor, and varjous East Timor
petitioners, a6 well as of representatives of non-governmental organizations, 2y

1. hReaffirms the fnallenable right of the people of East Timor to sell-determination
and independence, In accordance with General Assembly resolution S (xV)y

2, Declares that the people of East Timor must be enabled {reely to determine thelr

own future on the basis of the relevant General Assembly resolutions and internationally
sccepted proceduress

3. calle upon all finterested parties, namely Portugal, as the administering Power, and
the representauves of the East Timorese people, 35 well as Indonesia, to co-operate fully

vith the United Nations with a view to guaranteeiny the full exercise of the right to
self-determination by the pcople of East Timor;

1S/ See A/31/197, annex I, pars. 36.

16/ See A/34/542, annex, sect. I, para. 155.
13/ A/36/23 (Part V), chap. X,

18/ A/36/160 and A/AC.109/663.

19/ A/35/593.

_22/ A/C 4/35/2, annex.

Zl/ See A/C.4/16/8R.9, paras, 45-48.

22/ See A/C.A/16/SR.11, paras. 31-49.

21/ See A/C.4/16/SR.9-11 and 1S,
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Resolutlons adopted on the reporta of the Fourth Committee 39

§. WNotes the inftiative taken by the Government of Portujal ae stated in the
communigué of the Council of Kinistera of Portugal, issued on 12 September 1980, and {pvites
the adminictering Power to contlnue ita effocts with a view to ensuring the proper exercise
of the right to self-determination and independence by the people of East Timer,. In
accordance with General Assembly resolution 1514 {XV}, and kO teport to the Special Committee
on the Situation with reqard to the Implementation of the Declaration on the Grantimg of
Independence to Colonial Countries and Peoples on the progress of {ts initiativey

5. Exprepces its deepest concern at the reports of the critical situation resultlimg
{rom the new outbreak of f{amine in East Timor and cnlls upon all specialized xencies and
other organizations of the Unjted Nations system, in part{cular the World Food Programme, the
tnited Mations Children's Fund and the Off ice of the United Nations High Commlasioner for
Refig een, immediately to assist, within thele respective fields of competence, the people of
the Territory)

6. Notes with saticfaction the humanitarian aid given by some Member States and reliel
organizations to the people of East Timor and calls upon all Governments concerned to
continue this aid wlth » view to alleviating the svfflerim of the people of the Territorys

7. -Rg]uesta the Special Committee to keep the situation in the Territory under active
consideration and to follow the implementation of the present resolutiony

6. Requests the Secretary-General to follow the implementation of the present
cesolution and to report thereon to the General Assembly at ifts thirty-seventh sessiong

8. Decides to include in the provisional sgenda of fts thirty-seventh cesslon the ftem
entitled *Questlon of East Timor®".

RECORDED VOTE ON RESQIUTION 36/50:

In favourt Afghanistan, Albania, Algeria, Amola, Barbados, Belize, Benin, Botswana,
Brazi), Burundi, Byeloruseia, Cape Verde, Central African Repudlic, Chad, China, Como,
Cuba, Cyprus, Democratic Yemen, Bthiopia, Greece, Grenada, Guinea, Guinea-Bigsav,
Guyans, Raiti, Iceland, Iran, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawl, Hali, Mexico,
Mozambique; Nicaragva, Portugal, Rwanda, Saint Lucla, Sao Tome and Principe, Seychelles,
5ierra Leone, Swaziland, Togo, Trinidad and Tobage, Uganda, Ukraine, USSR, Unjced
Republic of Tanzania, Lpper Volta, Vanuatu, Viet Nam, Zarbia, 2imbabwe.

Malnst: Argentina, Australia, Bahraln, Bamgladesh, Bolivia, Canada, Chile, Colombia,
Comoros, Democratic Kampuchea, Dominicen Republic, Byypt, Rl Salvador, Cambia,
Guatemala, Honduras, India, Indonesisa, Irag, Japan, Jordan, Kuwajt, Malaycis. Maldives,
New Zealand, Oman, Papua New Gulnea, Paraguay, Phillppines, Qatar, Saint Vincent, Saudi
Arabla, Simapore, Sudan, Svriname, Sycja, Thalland, Tunisfa, Tuckey, United Arab
Emirates, United States, Uruguay.

Abstaining: Austrla, Pahamas, Belgium, Bhutan, Burma, Czechoslovakia, ©enmatk, Ecuador,
Equatorial Guinea, Fijl, Finland, France, Gabon, Federal Republic of Germany, Ghana,
fungary, ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Liberia, Luxembourg, kauritania,
Morocco, Nepal, Netherlands, Nigeria, Norway, Pakistan, Papama, Peru, Poland, Romania,
Samos, Senegal, Soloman Islanda, Somelia, Spaln, Sri Lanka, Sweden, United Kingdom,
United Republic of Cameroon, Venezuela, Yugoslavia, Zaire.

Absent: Antfqua and Barbudas, Bulgaria, Costa Rica, Diibouti, Pominica, Cerman

pemccratic Republic, Lmo People’s Democratic Republic, Lebanon, Libya, Malta, Mauritius,
Mongolia, Niger, Yemepn®.

P e

L]
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RECORDED VOTE ON RESOLUTION 35/26:°

In favour: Afghsnistan, Albanis, Algeris, Angola, Argentina, Australia, Auelria,
Bahamas, Behrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Renin, Bhutan, Bolivis, Botsvana,
Drazil, Bulgaria, Burwa, Burundi, Byeloruvasis, Canada, Cape Verde, Central African
ncpublxc, Chad, Chil* China, Colombia, Conge, Costs Rifa, Cuba, Cyprus, Crechoslovakis,
Democratic Kampuche-, Democratic Yemen, Denmark, Djibouti, Domrnxcnn Republie, Ecuador,
Cgypt, £) Salvador, Equatorial Cuines, Ethiopia, Fij)i, Finland, Cabon, Cambia, Cerman
Democratic Republic, Federal Republic of Germany, Ghana, Creccc, Crenada, Guinea,
Cuinea-Biasau, Cuyans, Haiti, Hondurss, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, lraq,
Ireland, Israel, Italy, Ivory Coast, Jsoaics, Japsn, Jordan, Kenya, Xuwsit, Lso People's

Democratic Republxc lebanon, Lesotho, Lxherna, Libya, luxembourg, Hadagascar, Helawi,
Halayaia, Hnldxvel, Mali, Malts, Meuritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco,

Mozambique, Nepal Netherlands, Nev Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvay, Oman,
Pakiatan, Panama, Papua New Cuinez, Paraguay, Peru, Philippinee, Polend, Portugal,
Qatar, Romania, Rvanda. Saint Lucia, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia,
Sencgal, Seychellea, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Spain, Sri Lanks, Sudan,
Suriname, Svaziland, Sweden, Syris, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia,
Turkey, Uganda, Ukraine, USSR, United Arab Emiratcs, United Republic of Cameroon; United
Republic of Tanzanis, Upper Yolta, Urugusy, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yugoslavia,

Zaire, Zambia, Zimbabwe,
Against: HNone.
Abstaining: France, United Kingdom, United States.

Absent: Comorom, Dominica, Guatemala, Saint Vincent, Solomon Lelsnds.

35/21. Question of East Timor

Date: 11 November 1980 Meeting: 57
Vote: 58-35-46 (recorded) Report: A/35/598

The General Assembly,

Recognizing the inalienable right of all peoples to self-determination and independence
in accordance with the principles of the Charter 'of the United Nations and of the Declaration
on the Cranting of Independence to Colonial Countries and"Peoples, contained in its
resolution 1514 (XV) of 14 December 1960,

Considering that the international community ie celebrating in 1980 the twentieth
anniversary of cthe Declaratjon,

Bearing_in mind that the Fifth 30/ and Sixth 11/ Conferences of Heads of State or
Government of Non-Aligned Countries, held at Colombo and Havana in 1976 and 1979,

respectively, reaffirmed the right of the people of East Timor to self-determinastion and
independence,

Having examined the chapter of the report of the Special Committee on the Situation with
regard to the Implementation of the Declavation on the Granting of Independence Lo Colonial
Countries and Peoples relating to the Territory, !3/ and other relevant documenta, 33/

Taking into consideration the recent communiqué of the Council of Miniaters of Portugal,
issued on 12 September 1980, 3&] in vhich the administering Power reaffirmed the right of the
people of East Timer to aelf-determ;n-txon,

Tsking 8ls0 into consideration the diplomstic initiative taken by the Covernment of
Portugal with a viev to finding s comprehensive aclution to the problem of East Timor,

— e —

30/
3/
32/
33/

*2/

See A/31/197, annex 1, para. 36.

See A/34/562, annex, sect. I, pars. 155.
A735/723 (part ¥}, chap. X.

AJAC.109/622, 621 and 634,

A0 473572, annex.
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Deeply concerned at the continued suffering of the people of East Timor as & result of
the hostilities still prevailing in the Territory,

Having heavd the statements of the representatives of Portugel, 35/ as the administering
Power, and Indonesis, 22/

Having slso heard the statements of various East Timorege petitioners and .
representatives of non-governwentsl organizations, 31/ ae well gs the representative. of the
" Prente Revolucionéris de Timor Leate Independente, 38/

1. Reaffirme the inalienadble right of the people of Eaat Timor to self-determination

and independence, in accordance with the Declarstion en the Granting of Independence to
Coloniel Countries and Peoples;

2. Peclares that the people of East Timor must be enabled freely to detetmine their
own future within the framework of the United Rations;

3. Welcomes the diplomstic initistive taken by the Covernment of Portugel as 2 firet
step towards the free exercise by the people of East Timor of their right to
gelf-determination and independence, and urges all psrties directly concerned to co-operate

fully with & view to creating the conditiona necessary for the apeedy implementation of
Ceneral Asaembly resolution 1514 (X¥);

4, Expresses its deepest concern st the continued suffering of the people of Zast
Tioor as &« reault of the situation still prevailing in the Territory;

5. Requests the United Netions Children's Fund, the World Food Programme and the
Office of the United Hations High Commissioner for Refugees to render, within their
respective fields of competence, all possible assistance to the people of East Timor,
particularly the children;

6. Requests the Secretary-Ceneral to follow the implewentation of the present
resolution snd to report to the General Assembly at ite thirty~sixth sesgion on all aspects
of the wituation in East Timor, in particuler the political developmenta concerning the
situatione referred to in parsgraphs 1 to 4 above;

7. Decides ta include in the provisional sgends of its thirty-sixth segsion the item
entitled "Question of East Timor". Y ‘

RECORDED VOTE OR RESOLUTION 35/27:

In Favour: Afghanistan, Albania, Algeris, Angola, Barbados, Benin, Botswana, Brazil,
An favour
Burundi, Byelorussia, Cape Verde, Central African Republic, Chad, China, Congo, Cuba,
Cyprus, Democratic Vemen, Equetorial Guinca, Ethiopis, Chana, Creece, Grenads, Guines,
Guines~Bisssu, Cuyana, Haiti, lceland, Iran, Jamaica, Kenys, Lao People's Democratic
Republic, Liberia, Madagascar, Malavi, Mali, Mongolis, Mozambique, Micaragus, Niger,
Portugal, Rwanda, Seint Lucia, Seo Tome #tid Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone,
Swazilend, Togo, Trinidad and Tobago, Ugands, Ukraine, USSR, United Republic of
Tanzania, Upper Volez, Viet Nam, Zambia, Zimbsbwe. ’

«a
Against: Argentina, Australia, Bsngledesh, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Democratic
Kampuchea, Egypt, El Salvsdor, Guateczsls, Honduras, India, Indonesis, Iraq, Japan,
Jordan, Malaysia, Maldives, New lesland, Owan, Papus New Cuinea, Philippines, Qutar,
Saudi Arabia, Singapore, Sudan, Suriname, Syris, Thailand, Tunisia, Turkey, United
States, Uruguay, Yemen,

gt i

35/ A/C.4/35/5R.11, paras. 34-38,
;;/ AJC.4/35/SR. 19, paras, 32-52.
H_} See AJC.4/35/SR.9, 11, 32, 16 and 17,
98/ AJC.4/35/SR.14, paras. 3-11.
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Abstaining: Austria, Bahamas, Bahrain, Beigium, Bhuten, Burma, Costa Rica,
Czachoslovakia, Denmark, Dowinican Republic, Ecuador, Fiji, Finland, France, Gabon,
Federal Republic of Cermany, Hungary, lrelend, lavael, ltaly, Ivory Coaat, Lesotho,
Luxembourg, Mauritania, Mauritius, Horocco, Nepal, Netherlands, Nigeria, Norway,
Pakistan, Pansma, Peru, Poland, Romania, Samoa, Somalia, Spain, Sri Lanke, Sweden,

United Arab Emiratea, United Kingdom, United Republic of Cameroon, Venezuela,
Yugoslavia, Zaire.

Absent: Bulgaria, Comoros, Djibouti, Dominica, Gambia, Cerman Democratic Republic,
Kuwait, Lebanon, Libya, Malta, Mexico,* Paraguay, Saint Viancent, Solowon Islands,

35/28. Activitiee. of foreign economic and other interests which are impeding the implementatior

41/

w2/

SKRIPSI

of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples in
Nawmibia and in all other Territories under colonial domination and efforts to eliminate
colonialism, apartheid and racial discrimination in southern Africe

Date: 11 November 1980 Keeting: 57
Vote: 103-15-28B {recorded) _Repoves AS)5/599

The Ceneral Assembly,

Baving considered the item entitled "Activities of foreign economic and other interests
vhich are impeding the implementation of the Declaration on the Granting of Independence to
Colonial Countries and Peoples in Namibis and in all other Territories under colonial

domination and efforts to eliminste colonialism, apartheid and racial discrimination in
southern Africa",

Having examined the chapter of the report of the Specigl Committee on the Situation witk
regard to the Implementation of the Declaration on the Cranting of Independence to Colonial
Gountries and Peoples relating to thia question, 39/

Taking into consideration-the parts of the report of the United Nations Council for
Namibia relating to the question, 40/

Recalling its resolutions 1514 (XV) of 14 December 1960, conteining the Declaration on
the Cranting of Independence to Colonial Countries and Peoples, and 2621 (XKV) of 12 October

1970, containing the programme of action for the full implementation of the Declaration, s
well as all other resolutions of the United Nations relating to the item,

Taking into account the relevant provisions of the Mapute Declaration in Support of the
peoples of Zimbabwe and Namibia and the Programme of Action for the Liberation of Zimbabwe
and Namibie, 41/ asdopted by the International Conference in Support of the Peoples of
Zimbabwe and Namibia, held at Maputo from 16 to 21 Hay 1977, as well as the Lagos Declaratios
for Actioa against Apartheid, 42/ adopted by the World Conference for Action sgainst
Apartheid,

Recalling the Declaration on Namibia and the Prograwme of Action in Support of
Self-Determination and National Independence for Namibia, contained in Ceneral Assembly
resolution §-9/2 of 3 May 1978,

—tl
Later advised the Secretariat it had intended to vote in favour.
A/35/723 {part I11), chap. V.

Official Records of the Genersl Aceembly, Thivty-fifth Sesaion, Supplement’ No. 24 (A/35/24),
vol. 1, part two, chap., V, and vol. III.

A/32/109/Rev.1-8/12344/Rev.], annex ¥. For the printed rext, see Officin} Records of the
Security Council, Thirty-second Year, Supplement for July, August and September 1977,

Report of the World Conference for Action ageinst Apartheid, Lagos, 22-26 August 1977 (Unitec
Hations publicstion, Sales No. E.?7/XIV.2 and cosrigendum), sect. X.
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3485 {(X0X). Question of Timar

Date: 12 December 1975 Meeting: 2439
Vote: 72-10-43 (recorded) Report: A/10426

The Ceneral Assembly,

Recognizing the inslieneble right of all peoplem to self-determination and
{ndependence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations
end of the Declaration on the Granting of Independence to Coloniel Countries and
Peoples, conteined in its resolution 1514 (XV} of 1k December 1960,

Having examined the chapter of the report of the Speciai Committee on the
Situation vith regard to the Implementation of the Declaration on the Grenting of
Indcpendence to Colonial Countries and Peoples relating to the question of Timor, 132/

\

Having heard the statements of the representatives of Portugal, eas the
administering Power, 133/ concerning developments in Portuguese Timor and the
implementation wvith regard to that Territory of the relevant provisions of the
Charter and ‘the Declaration, as well es those of General Assembly resolution
1541 (XV) of 15 December 1960,

Bearing in mind the regponsibility of the administering Power to undertake ell
efforts to create conditions enabling the people of Portuguese Timor to exercise
free.y their right to self-determination, freedom and independence and to determine
their future political status in accordance with the principles of the Charter and
the Declaration, in an atnosphere of peace and order,

Mindful that all Stetes should, in conformity with Article 2, paragraph &, of
the Cherter, refrain in their international relations from the threat or use of
force ageinst the territorial integrity or nationsl independence of any State, or
from taking eny action inconsistent with the purposes and principles of the
Charter,

Deeply concerned ot the criticel situation resvlting from the militery
intervention of the Armed forces of Indonesia in Portuguese Timor,

1. Calls upon all States to respect the inalienable right of the people of
Portuguese Tinor to self-determination, freedom and independence and to determine
their future political status in accordance with the principles of the Charter of
the United iletions end the Declaration on the Granting of Independence to Colonial
Countries and Peoples;

2. (Calls upon the administering Power to continue to meke every effort to
find & solution by peaceful means through talks between the Government of Fortugal
and the politicel parties representing the people of Portuguese Timor;

3. Avppeels to all the perties in Portuguese Timor to respond positively to
efforts to find a pecacefi]l solution through talks between them and the Government
of Portugal in the hope that such talks will bring an end to the strife in that
Territory and lesd towards the orderly exercise of the right of self-determination
by the people of Portuguese Timor;

* 4. Strongly deplores the military intervention of the armed forces of
Indopnesia in Portuguese Tigor;

———————

132/ A/10023/Add.1, chap. VIII.
133/ AfC.4/sR.2178, 2184 and 2185.
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paregraph 3, of the Charter,
and recommends that 1t take
Portuguese Timor and the {nelienable right of

T. Calle upon
Portuguese Tinmor;

8. Reguests

Special Cormittee o
Declaration on the

tegrity of Portuguese Timor
armed forces from the Territory in order to enabl
freely to exercise their right to self-determipat

urgent action to

the Government 0f Indonesia to deaist from further violetion
ond to withdraw without delay its
¢ the people of the Territory
ion end independence;

Council, in conformity vith Article ii,

to the critical aituation in the Territory of Timér
protect the territorial integrity of

its people to self-determination;

all States to respect the unity and territorial integrity of

the Government of Portugal to continue its co~operation vith the
n the Situation vith regard to the Implementation of the

Granting of Iadependence to

requests the Comittee to send a fact-

possible, in consultation with the
Governneat of Portugal.

RECORDEZD YOTE ON RESOLUTION 3485 (XXX):

YES - ABSTAIN - NQ
Afghanistih
@ . Albania
9. Algerin
~Argentino®
e _Autnlis
_Austris B
Bashwmaa e
®_Bahmin
©_.Bangladesh
0 _Darbados o~
Belgiom 2
¢ TN R — )
_Blutan &
& _Rolivia
0 _Jotnvam
O _Brazll
O _Dulparin e
_Burma
o Dorundd
O _Dyelorussian SSR o
- Cambodil e,
Cansda £
~Cape Verde
_Centrel Alricon Rep,
o0 _(hod
Chile B
0 _Chim
~.Colombiz®.
~Comoros
_Congo
_Costa e
®_Cuba
O _Cyprus
0 _Crechoslovakia
®_Democratic Yemen .

Deomark®

YES - ABSTAIN -NO
~Darznican Republic.
®_Ecuador
L. 00
®_T1 Salvador
©_Equstorial Guines ..
O _Lihiopia :
o_Tiji
finland 4
Frence &
0_Gabon
©_Camhia
O _Germen Dem. Rep, o
~Germany,@ed, Rep.
O_Ghana
O_Creece
O Crenada e,
—Guntermalf
®_Cuines
O_Cuinen-Bissay .
O Cuyana
O_Iaiti
~Honduras
O_funzary
O_lcelend
Andie

Jeaqg O
lteland &
rael _ O
Jaly 6
O_Ivory Const
O _Jamaics
_]JI'IIH —-..————_.._—-oo

Jordan O

o_X. nvn

+*

YES - ABSTAIN - NO
®_Kuwalt
@ _Laoy

Lcbanen
O_Lesotho
Q_Liberla

—Libyan Arab Republic

Luxenbody
6 _Madagascas
0O_Malaw;

Malaysia . __®

Maldives
O_Mali

Mala 4T

~Mavtitenio _

Mauvtitus@_____
O_Merion
O_Mongolia .

Motocco 0
O Mozambinue —
©_Nepal

Netherland

NevZealat

Nicaregua®
O _Niger
O_Nigeria

Neneay @ -

Omea @
0 _Pakistan

Pansma .0

~I'apus New Guinea

LParsguayo__
® Pery

Philippines 0
O Toland
O Portugal ____ __

Ootar _____ L]

# later advised the Secretariat it hed intended to ahstain,

SKRIPSI
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Colonial Countries and Peoples and
finding mission to the Territory ms soop as
politicel parties in Portuguese Timor and the ~

YES - ABSTAIN . NO
omanix
0_Rwgnda
—S80 Tome and Principe_
Seudi Arabis 0
0 Senegal
O _Sierra Leone __ . __
Siagapored
_Somalia
South Africa _
~Spain . ®
Srilanka®
Suden Q.
Sarinam
©_Swaziland
©_Swrden
—Syrian ARD, Repullic.
-Thailand 0
©_Torn —
0_Ttinided snd Tobapo._...
“Tunisia ____ e
“Tudkey (O
O Ugsnda .
O_Ukminian SSR _____
O_USSR
O _United Aral: Fanirates._
~Usited Kiftdom
©_Un. Rep. of Cameraon.. .
O_Un. Rep. of Tanzania ._
United StQes ___
O _Upper Volta ________
Ungray @
6 _Vencruelx
—Yemen —_—
Vogeslowi®
Jaie O
® Zambia

———
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32734, Question of East Timor

Date: 28 November 1977 Meeting: 63
V;t:: §7-26-47 (recorded} Report: Af32/357

The General Assembly,

Recognizing the inalienable right of all peonles to self-determination and
independence in accordance with the principles of the Charter of the Un%tcd
Nations and of the Declaration on the Granting of Independence to Colenial |
Countries and Peoples, contained in its resolution 1514 {XV) of 1k December 1940,

Having examined the chepter of the report of the Special Committee on the

Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Cranting
of Indenendence to Colonial Countries and Peoples relsting to the Territory, 3_3_/

Having heard the statements of the representatives of Portugal hi/end
Indonesia, EE;

Raving also heard the statements of the representatives of the Trente
flevolucionaria de Timor Leste Independente, 46/

Mindful that all States should, in conformity with Article 2, paragraph b,
of the Charter, refrain in their internaticnal relations from the threat or use
of force against the territorial integrity cr national independence of any State,
ot in any other manner inconsistent vith the purposes of t.he United Nations,

Deeply concerned at the continuing critical situation in the Territory,
rosulting from the persistent refusal on the part of the Government of Indonesia

to comply with the provisions of the resolutions of the General Asscmbly and the
Security Council,

Recalling its resolutidns U35 (XXX) of 12 December 1975 and 31/53 of

1 December 1976 and Security Council resolutions 384 (1975) of 22 December 1675
and 309 {1076} of 22 April 1676,

1. Reaffirms the inaliensble right of the people of East Timor to

self-determination and independence end the legitimacy of their struggle to
achieve that right;

2. Reaffirms its resolutions 3485 (XXX) mand 31/53 and Security Council
resolutions 38k {1975) and 389 (1976);

3. Rejects the claim that Eest Timor has been integrated into Indonesie,
inesmuch as the people of the Territory have not been able to exercise froely
their right to self-determinetion and independence,

b, Requests the Specinl Cormittee on the Situation with regard to the
Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial
Countries and Peoples to keep the situation in the Territory under active
consideration, to follow the ioplementation of the present resolution, to dispatch
to the Territory as soon &s possible a visiting mission with & view to the full
and speedy implementation of the Declaration and to report thereon to the
General Assembly &t its thirty-third session; :

A}32/23/Ad44.3, chep. X,

A/C.M/32/SR.12, paras. 22-26.

A/C.4/32/SR.1D, pares, 458,

A/C.k/32/SR.11, perss. 135-155 and A/C.4/32/5R.20, parwa, 101-130.

BiEk

=
o\
.

i
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$.  PRequests the Secretary-Generel {n consultation with the Chairman of
the Special Committee, {n the meantime to send urgently a specisl representative
to East Timor for the purpose of making a thorough, on-the-srot assessment of the
existing situation in the Territory and of establishing contact with the
representatives of the Frente Revolucioniria de Timor Leste Independente and the
Governoent of Indonesia, as vell as the Governments of other States concerned,
in order to prepare the ground for & visiting mission of the Specia)l Committee,
and to report thercon to the Special Committee;

6. Dravs the attention of the Security Councfl, fn conformity with .
Article 11, paregraph 3, of the Charter of the United Nations, to the criticel t
situation in the Territory of Fast Timor and recommends that it should take all
effective steps for the implementation of its resolutions 304 {1975} and
3G9 (1976} with & view to securing the full exercise by the people -of Esst Timor
of their right to self-determination and independence;

7. Calls upon the Covernment of Indonesia and the leadership of the Frente
Revoluciondrie de Timor Leste Independente to facilitate the entry into East
Timor of the International Coumittee of the Red Cross and other relief
organizations in order to assist the people of the Territory;

3. Decides to include {n the provisfonal sgends of its thirt'y-third ‘aesaiou
the item entitled "Question of East Timor"™,
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363
TORDED VOTE OF RESOLUTION 32/34:

%S - ABSTAIN . NO YES - ABSTAIN . NO YES - ASSTAIN - NO .

\[‘hlni.‘ll. . -Djibouli & __ Kuwalt — .Y]EtsrlndA.BSTAlN ) No

'_-U,mn'il —— - ~Dominicas®@Republie. _ T WLac Peopler Dem, Rep_ Samee__ @

Wgeria . = —— @ Ecuados Jcbanon & .50 Tome and Principe..
Ggla e — ~Egrpt — @ Lestbe Saudi Arable .____ @

A[sgn‘lnl * A Slh.d. @Libers .&M‘d

_gu,"‘.j;. & .\Equ.lln‘rill Cuinea —_ ~Libyan Arsb Jumshiriva Sevrhelles
,Austeis & .J'-‘fk“’P*i Luxembourg Sierrs Leone —_
{ Babames @ S Fij CMadagucar Singepere ______
| Bihrain _ @ ~Finlend _@__ Maawl _ o Somalis
: :lnihddﬁh B —E’;:t —, Mulayis 'y South Africa .
1Barbados . ... @.Gabon Mddives _______ » i )
{ Beigiom & & Camblx aMuli ° o
‘,pmin ’ &.German Dem. Rep Mat ks A .
. e b - . ' a— ta Sud [

‘““1‘“_" .. . — ~Germany, Bed. Rep. _ ~Moeunitania —____® -S:ri::m — y
¢ Rolivia _.8. + &Ghana Mty e . OSwagiland
[1Botswans e o Q. Greece @¥exion @Sweden
lnlul'f —— i e oy an'nlt‘h mOn e . i y
. lﬂulg.ri] - _Gu.‘emlll._____ JON‘: _-q.’ :?{r:i::nd’"._.__.b chu___th:
1 Rurme __& @ uines ®Motambigue . ..Tago...._._.,;___
| tBurundi QGuinea-Bissav Nepd __0____ €Trinidad and Tobago

illlu'nrleloﬂ.lsliu'.l SSR .
i Cinads @
| Wape Verde

fl.!;'mr.:l Afriran Fmp__‘

Lhed —

L0 T T R ——
Colombis @
y{amorne |
10ongo v s
Costa Rica®

Wobs .
tlyprus -
b zechoslovakia o
Demorratic Kamguchea,
tDemocratic Yemen —..
Denmark 8-

- ——

SKRIPSI

—_— . ®lcelond
011 P ——

QCuyana

& Haiti
~Horduras 0 ______
& Hungary

Wdodia 8
Wndonein g
~Ttanly . SN
I 1T Y J
Jdreland _@__
Juraed __®

..lhly L ] i

Jvory Cosd
LB} H
Jwptn 08
Jordte __ . 0@
@Kenye
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Netherlend®
~New Zzaland
Niearagus o .__ 8
@Niger
ONigerta
Norwey _ 8
Omen . ______ __ o
Paklean 0
@Panem,
~Papus NewlKuines
Paraguay 8
~Peru
.Philippines
®Polend .
& Portugal .
Qutar @
@ Homanls

* Later edviged the Secretariat it had intended to ebsteirn,

~Tunisie o . ____ @
Torkey — .- @
QUgands o _ __
QUkrainisn SSR ___
QUSSR

United Ardl Emiretes
-Uhited Kingdom -
aUn, Rep, of Cameroon__
&Un, Rep, of Tanzanis _._
AUnfted States .___ __ &
...Uppel' Volta .. __ . _
Ureguey @
Venezuela @ _
& Viet Netn o oo

..chen ——— ———————

© AYugoslavia®_ —_

Zaire o _ ]
@ Zambie ___
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34140,

33/

8. Recalls that the sdministering Power haa the vesponsibility to ensure that the

people of Cuam sre kept fully informed of their inalienable right to self-determsination and
inde pendence, in accordance with the Dechxatwn‘

9. Further calla upon the administering Pover to take the necessary actics to enable

the inhabitants of Guam to regein possession of unutilized l#nd held at present by the
federal authoritics and by the military;

10. Recalls its relevant resolutions concerning military bases in colemial apd
Non-Self-Governing Territories, recognizes that the precence of military beses could
cmutttute a factor impeding the implepsntation of the Declaration and reaffiras its strong
convictian that the presence of military bases jn Cuam 9hcn1d not P““f-,“t the people of the
Territory from exercising their inalienable right to lc}f- termnattm and.mdependeace in
accordance with t‘he Declacaticn and the _Purposes and p:,lncglplchof the Qlar;erh of the Um.ted
Rations; , \

11. Urges the administering Power, in co-operation with the freely elected authorities
and representatives of the people of Guam, to safeguard the inslienable right of the paople
of the Territory to the enjoyment of their natural resources by taking effective measures

which guarantee the right of the people to own and diepose of those natural resources and to
establish and mintsin control of their future developmnt

12. Bequests the adainigtering Power to continue to enlist the assistance of the

specialized agencies and other organizatioms within the United Nations system in accelerating
progress in all sectors of the national life of Guam;

13. Requests the Special Committee to comtinue the examination of this question at its
next session, including the possible dispatch of a fucther visiring missien to Guam, at an

appropriate tiee and in consultation with the administering Pover, and to report thereon to
the General Aaacmbly at its thirty-fifth sessicn.

Question of East Timor
Date: 21 Noveaber 1979 Meetings 75
Vote: 62-31-45 (recorded) Report: Af34/668

The Ceneral Asseobly,

Recognizing the inalienable right of all peoples Lo self-de termination snd independence
in accordance with the principles of the Charter of the United Mariors and of the Declaration
o the Granting of Independence to Colmial Countries and Peoples, contained in its
resolution 1514 (XV) of 16 December 1980,

Bearing in mind the part of the Political Declaration adopted by the Sixth Conference of

Heads of State ot Governsent of Nom-Aligned Countries, held at Havana from J to % Scpteaber
1979, relating to East Timor, 33/

Heving examined the chapter of the report of the Special Committee on the Situation with
regard to the Implemntaticn of the Declsratim o the Granting of Independence to Colunial
Countries and Peoples relating to the Territory, 34/

Having heard the statements by the representatives of Portugsl, 15/ as the adainistering
Pover, and of Indonesin, 36/

Having also heard the statemnts by the peritieners, 3]/ including the representative of
the Frente Revoluciodria de Timor Leste Independente, }jj[

A/3./542, annex, sect. I, para, 135.

34/
35¢
26/
31
38/

Al34)23/Ad4.3, chap. XI.

Sce A/C.AfIL{SR.13.

See AJC.4/34/SR,3, 6, 1D, 13, 14 and 17.
See ASC.4/3G4/SR.13, 14, 16, 17 and 18.
See A/C.4/34/SR.14.

SKRIPSI STATUS TIMOR TIMUR ... LUCIA MARIA BRANDAO FREITAS LOBATO



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Hesolutions adopted on the reports of the Fourth Committee s

&

1. Resffirms the inalienable right of the peaple of East Timor to self-determination
and independence, in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV);

2. Declares that the people of East Timor must be enabled freely to determine their
own future, under the auspices of the United Nations;
-
. Expresses itz deepest concern at the suffering of the pcople of East Timor asg a
result of the situation now prevailing in the Territory;

4, Calls upon all parties concerned to facilitate the entry into the Territory of
international relief aid in order to alleviate the suffering of the people of East Timor;

5. Reguests the United Katioas Children's Fund and the Office of the United Rations
High Comnmissiomer for Refugees to render, within their respective fields of competence, all
possible assistance to the people of East Timor, partmularly the chxldren and those seeking
to leave for ancther country for purposes of. family reuniom;

6. Requests the Secretary-General to follow the implemntation of the present
resolution and to report thereen to the General Assembly at its thirty-fifth session;

7. Decides to include in the provisional agenda of its thirty-fifth session, the item
entitled “Question of East Timer".

RECORDED VOTE OR RESOLUTION 34/40:

In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Birbados, Benin, Botswana, Brazii,
Burindi, Byelorussia, Cape Verde, Central African Republic, Chad, China, Congo, Costa
Rica, Cuba, Cyprus, Democratic Yemen, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gambia, Ghana,
Greece, Grenada, Cuinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Iceland, Iran, Jamaica, Kenya,
Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Haxico,
Mogolia, Mozacbique, Nicaragua, Niger, Fortugal, Rwanda, Saint lucia, Sa0 Tome and °
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Sweden, Togo, Trinidad and
Tobago, Uganda, Ukt‘ame USSR, tUnited Republic of Tanzania, Upper Volta, Viet Nam,
Zagbia.

Againet: Australia, Bangladesh, Chile, Colombia, Egypt, Henduras, India, Indonesia,
Iraq, anan Jeordan, Malaysm. Maldives, New Zealand, Oman, Papua Rew Guinea, Psraguay,
Philippines, Qatar, Saudi Arnbm, Singapore, Sudan, Surmsm, Syria, Thailand, Tunisia,
Turkey, United States, Uruguay, Yemen, 2aire.

Abstaining: Argentina, Austria, Bahamg, Bahrain, Belgium, Bhutan, Bolivia, Burm,
Canada, Czechoslovakia, Dencark, Dominican Republic, El Salvador, Fiji, Finland, France,
Cabon, Federal Republic of Germany, Guatemala, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Ivory
Coast, Kuwait, Lebanan, Luxechbourg, Mauritania, Morocco, Nepal, Netherlands, Nigeria,
Norway, Pskistan, Panam, Peru, Rom2nia, Samos, Spain, Sri Lanka, United Arab Emirates,
United Kingdom, United Republic of Cameroon, Venezuela, Yugoslavia.

Absent: Bulgaria, Comoros, Democratic Kampuchez, Djibouti, Dominica, Ecuador, German
Democratic Republic, Libys, Malta, Mauritius, Poland, Solomon Islands, Somalia.

34/41.  Activities of foreign ccomomic and other interests vhich are jmpeding the implemmntation
of the Declaration o the Cranting of Independence to Colonial Cosntries and Peoples in
Southkrn Rhodesia, Namibia and in all other Territories under colonial dominstion and
efforts to eliminate colmialism, apartheid and racial discrimination in scuthern Africa

Date: 21 November 1979 Meeting: 75
Vote: 88-15-33 (recorded) Report: A/34/699

The General Assembly,

Having comsidered the item entitled ™Activities of foreign economic and other interests
vhich are impeding the implementation of the Declaration o the Cranting of Independence to
Colonial Countries and Peoples in Sosthern Rhodesia and Namibia and in all other Territories
wmder colaial dominatios and efforts to eliminate coleiniism, apartheid and racial
discrimination in soithern Africa”,
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CYNA Decisions

8. OTHER DECLISIONS

Decisions adopted without reference to a Main Committee

387401, Organization of the thirty-eighth session

Date: 23 September 1983 Meeting: 3
Adopted without a vote

The Ceneral Assembly adopted a number of provisions concerning the organization of the
work of the thirty-eighth session,

18/402.  Adoption of the agenda and allocation of agenda items

Date Meeting Vote Report

23 September 1983 Jg s Adopted without a vote Af38/250
6 October 1983 21 Adopted without a vote Af38/250/Add.1
11 October 1983 28 Adopred without a vote A/38/250/Ad48.2
13 October 1983 3z Adopted without a vore A738/250/Add .3
1 November 1983 41 Adopted without a vote A/38/250/Add .4
14 December 1983 95 Adopted without a vote AJ38/250/484d.5

The General Assembly adopted the agenda (items } to 146) 1/ and the allocation of agenda
items 2/ for the thirty-seventh scssion,

The Assembly elso decided, on the recommendation of the General Comaittee, él_to include
in the provisional agenda of the thirty—ninth session the item entitled "Question of Esst
Timor".

38/403. Heetings of subsidiary organs during the thirty-eighth session of the Ceneral Assembly

Decision Date Meeting Vote Report
A 23 September 1983 3 Adopted without = vote A/38/250
B 29 Scptember 1983 11 Adopted without & vote A/387414/Add. 2

The General Assembly, on the recommendation of the Chairman of the Committee an
Conferences, 4/ authorized the following subsidiary organs to hold meetings during the
thirty-eighth seszion of the Assembly:

(a) Ad_Hoc Committee on the Indiao Occan;

{b) Advisory Committee on the United .Nations Educational aad Training
Frogramme for Southcro Africa;

1/ A/38/251 and Add.1-3.
2/ A7387257 and Add.1-4.
;/ Af3B/250.

4/ A/18/414 and Add.l.
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